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Segala puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
berkah dan hidayah-Nye, penyusunan Laporan Monitoring Cepaian Kinerja Kementerian
Perhubungan Triwulan | Tahun 2025 telah selesai disusun. Leporan Moritaring Capaian
Kinera Kementerian Perhubungan Triwulan 1I Tehun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika kinerja Kementerian Perhubungan
periode Triwulan Il pada bulan April - Juni Tahun 2C25.

Laporan Monitoring Capaian Kinerje Kementerian Perhubungan Triwulan || Tahun 2025
mempunyal peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping
juga sebagai slat untuk mencorong peningkatan kinerja guna terwujudnya gocd governarnce
di lingkungan Kementerian Perhubungan yang giukur berdasarkan konsep dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Secara umum,
target seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strateg's Kementerian Perhubungan yang
ditargetkan pada Triwulan li Tahun 2025 hampir tercapai, beberapa IKSS melampaui target
pembangunan sektor perhubungan, namun masih teriaentifikasi beberapa kendala yang
menyebabkan Indikater Kinerja Sasaran Program belum dapat mencapai target, sehingga
butun karja keras untuk dapat memperbaiki pencapaian target dimaksud.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan
Triwulan I! Tahun 2025 masih dijumpal adanya kekurangan, namun diharapkan laporan ini
dapat merjad umpan balik bagi jajaran Kementerian Perhubungan dalam rangka
memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinetja dimasa mendatiang.

Akhir kata, saya selaku Menteri Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang
telah bekerja keras menyelesaikan Lapcran Monitoring Capaian Kinerja Kementerian
Perhubungan Triwuian || Tahun 2025 ini.

lakarta, 2025
a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Pt

Dr. Capt. Antoni Arlf Priadi, M.5c
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Segala puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
barkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kementerian
Ferhubungan Triwulan Il Tahun 2025 telah selesai disusun. Lapcran Monitering Capatan
Kinerja Xementerian Perhubungan Triwalan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika kinerja Kementerian Perhubungan
pericde Triwulan |l padz bulan April - Juni Tahun 2025.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan Il Tahun 2025
mempuryai peran sebagai alat kencali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping
juga sebagaialatuntuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance
di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diukur perdasarkan kcnsep dokumen
Rsncana Strategs (Renstra) Kementerian Pernubungan Tahun 2025-2029. Secara umum,
target seluruh Indkator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yang
ditargetkan padz Triwulan 1l Tahun 2C23 hampir tercapai, beberapa IKSS melampaui target
nembangunan sekter perhukungan, namun masih teridentifikasi beberapa kendala yang
menyebabkan Indikator Kinerja Sasaran Frogram kelum dapat mencapai target, sehingga
butuh kerja keras untuk dapat memperbaiki pancapaian target dimaksud.

Sangat disadari bghwa Laparan Monitoring Capaian Kinerja Kemanterian Perhubungan
Triwulan ! Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan laparan ini
gapat menjadi umpan balk bagi jajaran Kementerian Perhubungan dalam rancka
memperbaikl kekurangan maupun peningkatan kuzlitas kinerja dimasa menaatang.

Akhir kata, saya salaku Menteri Pernubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga pesar Kementerian Perhubungan yang
telzh bekerja keras menyelesaikan Laporan Monitering Capaian Kinerja Kementerian
Perhubungan Triwulan || Tahun 2G25 ini.

Jakarta, 2025
a.n. Menter| Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

s

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc

Kementerian Perhubungan
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Perbandingan Kinerja Rasio Kanektivitas KA diLevel Nasional

Tingkat Integrasi Transportas Nasional Triwulan Il Tahun 2025

Kormponan Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Antarmaoda Triwulan |l 2025
Kamponen Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Multimoda Triwwulan 12025
Komponen Realisas Tingkat integrasi Transportasl Perkotaan Triwulan |l 2025
indeks Kepuasan Masyarakat Ternadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Kategeri Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan
KategoﬂanuPemyanandanKmeﬂaPebyanansﬁ,TmNuhn"Tahun2025
Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional Triwulan Tahun 2025
PamnnganKesaawwtmwﬁanspcnasUaMnTﬂwuhnHTahunZDZS

Tingkat Keselamnatan Transportasi Laut Trivulan i Tahun 2025

Tingkat Kesalamatan Transportasi Udara Triwulan 1 Tahun 2025

Tingkat Keselamatan Transportas! Perkeretaapian per1.000 jumlah keberangkatan

KA Trivulan Il Tahun 2025

Perbandingan Kejadian Kecelakaan Perkeretzapian di Level Intemasional
Perhitungan [ERK Bzdan Kebljakan Transportasi

Perhitungan IKRK Badan Kekiiaken Transportasi

Capaian Indeks Peningkatan SOM Transportasi Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselenls.d. Triwulan i Terhadap Pagu Tahun 2025 Per

Jenis Belanja

Realisas Anggaran Unit Kerja Eselon | s.d. Triwulan il Terhadap Pagu Tahun 2028
Sesuai RSPP
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Dalam sistern akuntabllitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Me/alui pendekatan

Rencana Strategis yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memadukan visi,

misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihacapi dalam rangka peningkatan

akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan kineria Kementerian Perhuburgan disusun melalui 2

(dua) tahapan perencangan, yaitu tahapan panyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

tahapan penyusunan Perianjian Kinerja (FK).

Adapun dalam perjalanannya, dokumen Perjanjian Kinerja Kementarian Pernubungan

Tahun 2025 mengalami revisi pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian

nada target kinerja dalam cokumen Renstra Kementerian Ferbubungan Tahun 2025-202%.

diantaranya.

1

Inpres Rl Momar 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisians! Belanja Dalam
Pelaksanaan AFBN dan APBDTAZ025;

Surat Menter! Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 oerihal
Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBNTA 2025

Surat Menteri Perhubungan Nomar KU.001/1/3/MHB 2025 tanggal 31 Januarl 2025
perinhal Efisiensi Belarja dalam Pelaksanzan APBN ciLingkungan Kemenhub TA. 20235,
Surat Menteri Keuangan Namer $-57/MK.02/2C25 tanggal 13 Februari 2025 perinal
Tindak Lanjut Efisiensi Belanjz /L dalam Pelaksanaan APBN TAZ025;

Surat Menteri Perhutungan Nomor KU 001/1/7/MHB/2028 tanggal 14 Fabruari 2025
Hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBEN di lingkungan Kemerhub
TA 2025,

Hal ini sesuai maklumat Permenhub Normar 85 Tahun 2020, yaitu dokumen Ferjanjlan

Kinerja perlu dilakukar revisi ika mangalami perupanan struktur anggaran. Tertunya dengan

adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dirasakan seluruh Kementerian/Lembaga

khususnya Kementerian Perhubungan berdampak pada keterbatasan pelaksanaan

O Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan |l -

program dan kegiatan. Beberapa indikator kinerja sepert! Rasio Konektivitas Transportasi

\\"{ 'EQ‘R‘_ vi

Kementerian Perhubungan



Jalan, Rasio Konektivitas Transportasi Udara, Tingkat Keselamatan Transportasi lalan, serta
Tingkat Integrasi Transportasi Nasional yang belum mencapai 100% selama periode
Triwulan |l Tahun 2025, terutama paca indikator Rasio Konektivitas Transportasi Jalan dan
Tingkat Keselamatan Transportas! Jalan yang capaiannya masih sengat rendah vyaitu
dibawah 65%.

Secara umum, pencapalan kinerja Kementerian Perhubungan pada Triwular || Tahun
2025 cukup baik. Meskipun terdapat penyesuaian dalam efisiensi anggaran, Kementerian
Pernubungan tetap berkomitmen untuk menjaga kinerja sesuai target yang telah
citetapkan. Dalam peleksanaannya, efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian
Perhubungan diwujudkan melalui peninjguan kempali terhadap pelaksanaan kegiatan,
pengendalian belarja operasionzl, serta optimalisasi anggaran untuk program yang
mendukung konektvitas nasional, keselamatan transportasi, dan peningkatan pelayanan

publik.
| i

: | Realisasi | Capaian
| Satuan | Target || “aon | tenn

Sasaran Strategis /

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

S8 1. Meningkatnya Konektivitas dan Itegrasi Transportasi Nasional

IKSS | Rasio Konektivitas Transportasi | Rasic 0,674 | 0,673 | 99.486
.11 | Nasicnal R
IKSS | Tingkat Integrasi Transportasi % 16,472 16,004 2716

1.2 | Nasional ,_ i |
8S 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional

IKSS | indeks Kepuasan Masyarakat Indeks | 95,730 95,798 | 100,071
2 | (IKM)Terhadap Pelayanan

| Transportasi Nasional .

| £S 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional

IKSS | Tingkat Keselamatan % | 97925 | 82,705 | 84,457
3 | Transportasi Nasional |

Calammencapezitarget kinerja sasaran strategis Kementerian Perhubungan Triwulan I
Tahun 2025 tersebut telah terealisasi anggeran sebesar 23,39% vakni senilai
Rp8.131.642.892.153,00 (Delapan Triliun Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat
Puluh Duz Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupigh) dar
anggaran Rp34.764.983.187.000,00 (Tiga Pulun Empat Triliun Tujuh Ratus Fnam Puluh
Emnpat Millar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu

S

Rupiah).
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I.1 LatarBelakang
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Pelzporan kinerja diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Namer
29 Tahun 2014 tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIPY, kemudian
diturunkan dalam Peraturan Menteri Perhubungzn Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan SAKIP. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajlkan
Laporan Kinerja atas prestasi kerfa yang dicapal berdasarkan penggunaan anggaran yang
telah dialokasikan, Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan dilaporkan setiap bulan
rmelalui aplikasi e-Performance dan disusun dalam bentuk laporan kinerja tahunan dan
laporan monitoring capaian kinerja triwulan. Capaian kinerja beserta data dukurg dan
realisasi anggaran per triwuian giinput oleh unit kerja dan dimonitor cleh Pimpinan secara
elektronik,

LapcranManitoring Capaian Kinerja Triwulan Il Kementerian Perhubungan Tahun 2025
disusun untuk melaporkan progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Parnubungan periode Aprif - juni 2025 yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja (PK) Kemanterian Perhuburgan Tahun 2025 serta Konsep Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

I.2 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Peran Kementerian Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan vang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negare. Pada awal tahun 2025,
cliteroitkan Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan yang merupakan perubahan darl Permenhub Nomaer PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Perubahan yang
mendasar pacda peraturan inl adalah transformasi Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ} menjaci Direktarat Jenderal Perhubungan Integrasi Transportasi dan
Multimoda.

15\
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Namun demlkian, struktur organisasi Kementerian Perhubungan dijabarkan dalam
Paraturan Mentari Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang QOrganisasi dan Tata Kerja
Kemanterian Pernubungan, yakni Kementerian Perhubungan terdiri dari ? (sembilan) unit
Eselon LA, 5 {lima) Staf Ahli Menteridan 5 (lima) Pusat terdiri dari:

a. 9{sembllan)unit Eselonl.A, vaitu:
1. Sekretariat lenderal;

. Inspektorat Jenderal;

. Direktorat Jenderal Perhubunganr Darat;

. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

. Direktorat lenderal Perhubungan Udara;

2
3
4
5
6. Direktorat Jenderal Integrasi Transpartasi dan Multimoda;
7. Direktarat lenderal Ferkeretaapian;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhupungan; dan
9. Badan Kebijakan Trensportasi.
5 (lima) Staf Ahli Menteri Staf AN, yvang dalam melaksanakan tugasnva, secara
administratif dikoordinasikanr cleh Sekretariat Jendaral, yaitu:
1. Staf AhliBidang Teknologi dan Energi;
2. Staf AhliBidang Reformasi Birokrasi;
3. Staf Ahli Bidang Legistik;
4. Staf AhliBidang Kawasan danLingkungan; dan
5. Staf Anhli Bidang Keselamatan Transportasi.
c. Dibawahkoordinasi Sekretariat Jenderal jugz terdapat & (lima) Pusat, yaitu:

1. Pusat Data dan Teknologi Infarmasi:

2. Pusat Pengslolaan Transpertasi Berkelanjutan;

3, Pusat Fasllitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;

4. Pusat Pembinaan Jabztan Fungsional Transpeortasi; dan

5. Pusat Pemkiayaan Infrastruktur Transportas..

1.3 Perjanjian KinerjaTahun 2025
Perjanjian Kirerja merupakan dokumen yang berislkan penugasan darl pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada cimginan instarsi yang lekbih rendah untux melaksanakan

program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran

giari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.




Konsen sasaran strategis yang zkan dicapai pada tahun 2025 talah ditetapxan dalam
Ferjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dengan penetapan anggaran
sebagaimana dalam DIPA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk
mewuudkan mangjemen pemerintanan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
bercrientasi pada hasil. Metcdologi yang digunakan adalah Ealanced Score Card (BSC)
pada setiap sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dikelompokkan ke
dalam 4 (empat) perspektf, yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspactiva,
internal Business Process Perspactive, dan Learning and Growth Perspective. Fetasasaran

strategis Kemenhub dapat dilihat pada Gambar .1 berikut:
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Gambarl.]
Pata Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-202%

Adapunrinclan target kineria dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025, sebagairana Tabel 1.1

Tabell.1
PerjanjianKinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Strategis

M (2) 3) (4) (5)
Meningkatnya Rasio Konektivitas Transportasi

Konektivitas dan IKSS_] Nasicnal Rai:’ - 052 B
S€1  Integrasl . ; ‘
Transportasi IKSS1.2 ngkatLntegrasnTransportasw o, 0.60
: MNasional
Nasional
Meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat
852 Kinerja IKS52 (KM}  Terbadag  Pelavanan  Indzks 20,00

Pelayanan Transpartasi Nasicnal




Sasaran : PO
(1) (2) (3) (4) (5)
Transportasi
Nasional

Meningkatnya

Keszlamatan Tingkat Keselamatan
S Transportasi HEoe Transportasi Nasianal

Nasional

Sumber. Dosumean Perjarjian Kinerja Kementerian Ferhubungen Tahun 2025

% 99,9980

Untukmencapaisasaranstrategis sesual Indikater Kinerja Utama dan target yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 didukung
dengarn anggaran sebesar Rp23.242.054.847.00C,00 (Dua Puluh Tiga Triliun Dua Ratus
Empat Puluh Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rugiah)
yang berpedcman pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, dimana
anggaran Kementerian Perhubungan terdistribusi urtuk Pregram Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi, Program Infrastruktur Konektivitas dan Prcgram Dukungan Manajemen,

sebagalmana disajikan dalam Tabel |.2 berikut.

Taball.2
Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Kemanterian Perhubungan Tahun 2025
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Yokasi 1.099.575.034.C00
2  Pregram Infrastruktur Konektivitas 13.777.921.466.000
2 Program Dukungan Manajemen 8.364.558.347.0C0
Total 23.242.054.847.000

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 {Pasca Efisiensi)

Sementara itu, berdasarkan Konsep Dokumen Renstra Kementarian Perhubungan
Tahun 2Q25-2029 {posisi Juli, 2025) terdapat penyesuaian target kinerja pada indikator
kinerja Kementerian Perhubungan. Adapun target kinerja terseout telah cisampaikan
melafui Surat Menteri Perhubungan Nomer PR.101/1/2/MHB/2025 tanggal 9 Juli 2025 Hal
Forum Penyesuaian Renstra Kemenhub 2025-202%9 kepada Menterl PPN/Kepala
Bappenas, yang berisi tentang substansi yang tertuang dalam Konsep Renstra Kemenhub

2025-202%. Adapun rincian target kinerja tersebut yang dituangkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerjz Kermenterian Perhubungan Tahun 2025 {pasca efisiensi), sebagai berikut:




Tabell.3
Parjanjian Kingrja Kementerdan Perhubungan Tahun 2025 (Pasca Efisiensi)

Sasaran : o
M (2) (3) (4) ()

Meningkatnya Rasio Kenektivitas Transportasi

Korekiivitas dan ISS1 Nasional Hasis Q.47
551 %pr;engssosll'tam IKES 1.2 Tingkat Integrasi Transportasi %, 16,472
Nasional el
Meningkatnya
Kineria Indeks Kepuasan Masyarakat
§52  Pelayanan IKSS2 (KM} Terhadap Pelayanan Indeks 95,16%
Transportasi Transpartas Nasicnal
Masional
Meningkatnya
Keselamatan Tingkat Keselamatan
258 Transportasi lhs3.3 Transportas| Nasicnal 2 ol
Nasional

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Pernubungan Tahun 2025 (Pasca Efisiensi}

Untukmencapal sasaran sirategis sesuai IndikatorKinerjaUtamadantarget yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kineria Kementerian Perhubungan Tahun 2025 didukung
dergan anggaran selesar Rp26.762.117.474.000,00 {Dua Puluh Enam Triliun Tujuh Ratus
Enam Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Emmpat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rugiah)
yvang berpedoman pada Redesain Sistermn Perencanaan dan Penganggaran, dimana
anggaran Kemeanterian Perhubungan terdistribusi untuk Pragram Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi, Program [nfrastruktur Konektivitas dan Pregram Dukungan Manajemen,
sebagaimena disajkan dalam Tabel l.4 berikut.

Tabell.4
Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Pasca Efisiensi)

No. Program Alokasi Anggaran (Rp)
1 Prcgram Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.188.855.12%.00C
2 Pregram Infrastruktur Konektivitas 17190.295.915. 00C
3  Program Dukungan Manajemen 8.362.966.430.000

Total 26.762.117.474.000

Sumber: Dekumen Perjanjian Kinerjia Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Pasca £fisiensi)




Program

0 Frogram

:ﬁnci.l:lkac: T;nl Cukungan

elati a; nkasl _ Manajemen
5 31%

Frogram
Infrastruktur
Konektivitas

4%

Gambarl.2
Persentase Rincian Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025
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Pengukuran capaian kinerja Kementarian Perhuoungan dilakukan melzlui analisis dan
evaluasikinerja denganmenggunakan formulir pengukuran kiner|a sesual Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Peturjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemearintah. dan Feraturan Mentari Perhubungan NoemorPM 85 Tahun 2020
Tentang Panyelenggaraan Sistem Akuntabllites Kinerja Instansi Pemerintah (5AKIP). Dalam
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan akuntakilitag kinerja instansi Pemerintah, mengacu pada
peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIS,
Pengukuran kinerja cigunakan sebagai dasar unrtuk menilal keberhasilan atau
ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Parhubungan.

.1 Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan Il Tahun 2025
Perwujudan visi pembangunan nasional dalam sektor transportasi yaitu dengan

“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045°. Hal tersabut merupakan perwujudan
Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan iayanan transportasi
yang modern, handal, inkiusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambab. Misi
Kementarian Perhubungan, kemudian cijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis
pembangunan transportasi Kementerian Perbubungan. Capaian Indikator Kinerja Utama

Triwulanil Tahun 2025 Kementerian Pernubungan adalah sebzgaiberikut:

SASARANT: MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN INTEGRAS! TRANSPORTASI NASIONAL

“

Sasaran ini merupakan customer perspective yang merupakan Sasaran Strateqis 1
Kementerian Perhubungan yang diukur dengan IKSS 11 yaitu Rasio Konektivitas Nasional
Indikator Kinerja (IK) ini merupakan kompasit dari Rasio Konektivitas Transportasi Darat,
Rasio Kenektivitas Transportasi Laut, Rasio Korektivitas Transportasi Udara, dan Rasic

Konektivitas Transportasi Perkeretaapian serta IKSS 1.2 yaitu Tingkat Integrasi Transportasi
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Nasicnal yang merupakan kontribusiindikator kinerja dari Direktorat Jenderal Integrasi dan
Transportasi Muitimoda.

IKSS1.1RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI NASIONAL

Rasio Kenektivitas Transportasi Nasional Tahun 2025 berdasarkan penyesugian target pada
Renstra Kemenhub Tahun 2025-2G29 memilikitarget 0,707 sedangkanurtuk tzrgetkinerja
Triwulan |l adalah sebesar C,676 dengan realisasi 0,673 atau mencapal 99,486% dari target
Triwulan |l Tahun 2025 atau mencapai 95,126% dari target Tahun 2025. Penca oaian IKSS ini
sebagzimana Tabel .1 berikut:

Tabel Il.1 Pencapaian Rasio Konektivitas Transportasi Nasional Triwulan Il Tahun 2025

Pengukuran Triwulan

Target

Kinerja
2025  Tw Target Realisasi (':f?a 2025 (%)

o

SS1. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN INTEGHASITRANSPORTASI NASIONAL

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Satuan

IKSS|Rasio Konektivitas Rasm 10,820 [Tw.1 | 0,630 | 0,827 99,581 | 76,483
1.1 TransportasiNasiona! | 1 \ Bonile, __
i Transportasualan ‘ {)_.374_ | 0. 374 o,gg 1,390 | 71,390
2. Transportasi SDP _ 0,565 | | 0,565 | | 0,831 | 68T | M.éa
._3 Transportasilaut | 1 0,960 | _O__?_é:_[)_f 0,959 | 999206 | 99,506
4 TransportasiUdara O 790 [ 0,790 [ 0,812 103 633 | 103,633
5. Transportasi Perkeretaapian, 0 460 | | O 46_0_ O 460 100 000 100 000
IKSS| Raslo Konektivitas Rasio | 0,707 [Tw.ll | 0,676 | 0,673 @ 99,486 25,126
1.1 | TransportasiNasional 5 o e SIS _
' TransportasiDarat ﬂ 10,490 | | 0.496 | 0,450 | $C.716 | 91.828
| Transportasilaut 0,460 1 0,460 | 0,460 |100,00010C.000
| |Transportasi Udara | | 0.972 | 0.960 | 0,961 | 100,073 | $8,837
! | Transportasi Perkeretaapian | O 08 | 0,790 | O 821 | 103,975 | 90,463

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Berdasarkan dokumen Renstra Kementeriar Perhubungan Tahun 2025-2029, indikator
kinerja Raslo Konektivitas Transportasi Darat merupakan komposit dari Rzsio Konektivitas
Transportasi jalan dan Rasio Konektivitas Transportasi ASDP. Adapun pada Triwulan || Tahun
2025, target Rasio Konektivitas Transportasi Darat sebesar 0,494 dengan kompasit dari
masing-masing target Rasio Konektivitas Transportasi Jalan sebesar 0,426 dan target Rasio
Konektivitas Transportasi ASDP sebesar 0,565. Rumus pernitungan pada indikator Raso

Konektivitas Transportasi Darat dijabarkan sebagal berikut.

Rasio 0 0o . 0o
Konektlvitas _ Rasio Konektivitas Transp. Jalan + Rasio Konektivitas Transp. ASDP
Transportasl ~

Darat 2

oy
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e

. Target 0,426 + 0,565
Rasic Konekt|vitas = =
Transportasi Darat 2

Realisasi C,2658 + 0,631
Rasio Konektivitas = - - HOREST
Transportasi Darat 7
F
% Capaian - 0,450 x100% = P0,716%
0,494

a} Raslo Konektlvitas TransportasiJalan

Rasio Kenextivitas Transportasi Jalan merupakan rasio konektivitas untuk seluruh wilayah
di Indonesia, baik perkotaan Jabodetabek maupun wilayah lainnya. Rasio Konektivitas
Transporiasi Jalan mengukur tingkat konektivitas transportasi jalan secara keseluruhan
dengan mempertimbangkan empat segmen utama yang mencakup zangkutan
penumpang perkotaan, angkutan di daerah tertinggal, angkutan antar kota dan pusat
xegiatan, serta angkutan barang.

Tabal |l.2 Rasie Konektivitas Transportasi Jalan Triwulan Il Tahun 2025

' Indikator Kinerja Target Pengukuran Triwulan Kinerja

Program 2025 Tw |Target Realisasl Kinerja (%) 2025 (%)
Rasio Konektivitas| Rasio | 0411 |_Tw.l | 0374 0,267 71,390 71,390
Transportasi Jalan Tw.ll | 0,426 Q268 629 65207

Satuan

Sumber: Ditjien Barhubungan Darat, 2028
Untuk menghitung Indikator Kinerja Pregram Rasio Koneitivitas Transportasi Jalan
digunakan rumus sebagal berikut:

—

HRasic Konektivitas _
TransportaslJalan =

RKPP + REDTPK + RKAKAP + RKAB

4

Katerangan:

* RKPP merupakan rasio konektivitas jaringan angkutan penumpang perkotaan
dengan wilayah kota yang dihitung bercasarkan tingkat kenektivitas kata-kota
dengan layanan angkutan umum massal, serta integrasi moda transportasi;

* RKDTPK merupakan rasic layanan angkutan perintis untuk melayani wilayah DTPK

yang ciukurberdasarkan pengukuran konektivitas ke wilayah-wilayah yang masuk

9/
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dalam kategori daerah tertinggal terdepan, dan perbatasan dengan layanan
angkutan perintis;

v  RKAKAP merupakanrasiockonektivitas jaringan trayek antar kotadsngan terminal,
pusat kegiatan (KEK, K&N, & K/}, lintas negara, dan pedesaan antar provinsi yang
diukur berdasarkan tingkat kcnektivitas transportasi antar kota dan pusat
kegiatan, tarmasuk trayek angkutan antar kota antar provinsi;

» RKAB merupskan rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan ierminal
angkutan barang yang diukur berdasarkan kapasitas layanan angkutan barang
dan terminal barang yang memenuht standar,

Realisas| indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Jalan Triwulan Il Tahun 2025
tarhadap target Revisi Il Perjanjian Kinera Tahun 2025 yaitu sepesar C,268, yang
dipereleh dari perhitungan berikut.

F
Rasio Konraktivitas 30,95% + 30, 88% + 45,23% + 0
TrasnportasiJalan = a = 0,268
F
%Capaian = 9298  ,y00% - 62,9M%

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Target rasio konektivitas transportasi jalan Triwulan Il Tahun 2C25 dapat tercapai

dikarenakan olen beberapa faktor, vakni:

1. Keberhasilan konektivitas jaringan angkutan penumpang perkotaan dengan wilayah
xota (RKPP; pada Triwulan Il Tahun 2025, dikarenakan beroperasinya layanan
angkutan urmum massal perkotaan, yaitu:

a) Persentase rasio cukup tinggi dipengaruhi oleh jumlan kota-kata yang tercover
BTS atau BRT sebanyak 12 kota, sedancgkan iumlah kota BRT pada pemerintah
daerah sebanyak 13 kota;

D) Pemanfaatanteknologitelematikauntuk pelaksanaan pengawasan operasional
dan pelayanan melalui pemanfaatan Digital Checker, Fleet Management
System, Cashiess Payment, memberikan kemudahan bagi regulatcr dan
manajemen pengelola dalam melakukan pengawasan cperasionzl dan
pencatatan data daninfcrmasi dapat memberkan data vang cukup akurat;

c} Adanya Keglatan BEvaluasi Pelaksanaan layanan angkutan umum massal

perkataan sehingga membantu mobilisasi masyarakat perkotaan yang dapat

10/
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meningkatkan layanan angkutan umum perkctaan dan juga depat membantu
untuk melakukan evaluasi terhadap trayek vang ada.

2. Keberhasilan konektivitas jaiingan transportasi Daerah Tertinggal, Ferbatasan, dan
Kepulauzn Terluar (DTPK) pada Triwulan Il Tahun 2C25, dikarenakan tersedianya
Layanan angkutan perintis untuk melavan| witayah DTPK, yaitu:

a) Adanyadukungan pemerintah melalu pemberian subsidi angkutanjalan perintis;

b} Adanya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sehingga
meambantu maobillisasi masyarakat yang daerahnya belum terlayani angkutan
umum dan juga dapat membantu untuk melakukan evaluasi terhadap trayek
yang eda;

¢) Pelaksanaan subsidi Angkutan Jalan Perintis melalui 32 Baiai Pengelola
Transportasi Darat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhuoungan
Darat Nomor KP-DRID 5958 Tahun 2024 tanggal 31 Qkteher 2024 tentang
Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;

d} Selain itu dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Hubdat No. KP-DRID 430
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya
Operasional Angkutan Jalan Perintis diharapkan dapat menjadi acuan bagi Balai
Pengelola Transportasi Darat dalam pelaksanaan dan perencanaan angkutan
Jalan perintis di daerah sehingga banyak wilayah dan masyarakat vang dapat
teragyani angkutan umum.

3. Keberhasilan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan
(KEK, KEN, & Kl), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi pada Triwulan || Tabun
2025, dikarenakan berogerasinya layanan terminal tioe A dengan kapasitas sesuai
Standar Penilaian Minimum{SPM;]  vaitu:

a) Presentase rasio cukup tinggi dipengaruhi oleh terminal-terminal yang teiah
memenuhi SPM jalur keberangkatan serta memiiiki kapasitas yang besar
terutama terminal-terminai di Pulau Jawa yang telah direvitalisasi/direhabilitasi:

b) Frekuensi keberangkatan bus yang cukup tinggi di beberapa terminal besar
seperti Purabaya, Leuwipanjang dan Giwangan juga berkentribusi pada
tingginya rasio;

¢) Pembangunan, revitalisasi dan rehabillitasi terminal cukup berperan dalam
meningkatkan pencapaian pemenuhan SFM dan peningkatan kapasitas

tarminal.
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POTENSI PERMASALAHAN
1. Konektivitas Jaringan Angkutan Penumpang Perkotaan dengan Wilayah Kota
(RKPP}
Adapunbeberapakendala yang dihadapidalam RKPP, antara lain:
a) Layanan AngkutanUmum Massal Perkotaan:

o Kurangnya pembinaan kepada para pemerintah daerah dalam menerapkan
standar minimal pelayanan yang sudah ditetapkan dengan pada kegiatan BTS
di beberapakota penerima subsidi Buy The Service;

o Keteroatasan anggaran, sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang
tersecia dalam pemenuhan kebutuhan layanan angkutar umum massal
perkotaan;

o HKurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
pengembangan angkutan umum massal sehingga keberlanjutan program
BTS di daerah kurang optimal dengan program pemerintah pusat,

b) Fasilitas Pendukung dan integrasi Mada Sesuai SPM:

o Perubahan organisasi dan tata kelo/a serta penghematan anggaran di tahun
2025 yang berdampak pada tertundanya kegiatan pembangunan pada kota
yang terlayani BTS (Kcta Banyumas):

o  Fokus pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada wilayah
KSPN pada tahun sebeiumnya mencapai 50% (KSPN Borobudur, KSPN
Mandzlika, KSPN Labuan Bajo, KSPN Danau Toba, dan KSPN Tanjung Lesung)
darijumiah total 10 Iokasi KSPN sebagai dukungan konektivitas pariwisata;

o Baru tersusunnya regulasi terkait fasilitas pendukung dan integrasi moda di

wilayah perkotaan sehingga penerapan di wilayah kurang maksimal;

Q

Kurangnya pembinaan kepada para pemerintah daarah dalam menaragkan
standar minirmal pelayanan yang sudah ditetapkan dengan padakegiatan BTS
dibeberapa kota penerima subsidi Buy The Service;

O

Keterbatasan anggaran, sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang
tarsedia dalam pemenuhan kebutuhan layanan angkutzn urmum massal

parkctaan;

9]

Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam

pengembangan angkutan umum rmassal sehingga keberlanjutan program

'I2/(L

BTS didaerah kurang eptimal dengan program pemerintah pusat;
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¢ Seiring dengan dinamika kebijakan dan penataan kelempagaan dilingkungan
Kementerian Perhubungan, terfadi perubahan tugas dan fungsi yang
berimplikasilangsung pada pelaksanaan program sertaindikator kinerja yang
telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu perubanan strategis tersebut adalah
pengalihan sebagian tugas dan fungsi darl Direktorat Jendaral Perhubungan
Darat {CJPD), khususnya terkait dengen fasilitas! integrasi moda dan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kepada Direktorat Jenceral
integrasi Transportasi Multimada (DJITM) yang baru dibentuk. Dzlam konteks
tersebut, indikator kinerja kegiatan "Rasio fasilitas pendukung dan integrasi
moda sesuai SPM", yang sebelumnya menjadi bagian dari pengukuran Kinerja
DIPD, dinilai sudah tidak relevan untuk dilanjutkan. Hal iri disebabkan karena
tanggung jawab atas pelzksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait fasilitas
integrasi moca kini sepenuhnya menjadi kewenangan DJITM. Dengan
cemikian, indlkator tersebut tidax lagi mencerminkan cutput yang menjadi
tanggung jawak DJPD dan berpotensi menimbulkan bias dalam pengukuran
kinerja organisasi secara keseluruhan. Atas dasaritu, pada triwulan lll indikator
"Rasia fasilitas pendukung dan Integrasi moda sesuai SPM" akan dihapus dari
¢okumen perencanaan kinerja DJPD, baik pada level Renstra, Rencana Kinerja
Tzhunan (RKT), maupun dokumen evaluasi lainnya, guna menjaga akurasi,
kansistensi, dan akuntabllitas pengukuran kinerja yang berbasis pada tugas
dan fungsiyang melekat.

2. Konektivitas Jaringan Transportasi Daarah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Terluar (RKDTPK)
Adapun bekerapa kendala yang dibadapi dalam RKDTPRK, antara lain:
a) Layananangkutan perintis uniuk melayani wilayah DTPK:

o Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari
Pemerintah Daerah dimana lckasi yang diusulkan adalah daerah yang belum
terlayani oleh angkutan umum saja, belummeangakomodir daerah DTPK;

o Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara
maksimal dikarenakan kondisi geografis {(seperti pegunungan atau dataran
tinggi) dan akses jalan yang belum memadai;

c Kendaraan operasicnal angkutan jalan perintis sebagian besar sudah

mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraar yang

138

digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui.

9 Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan |l - Kementerian Perhubungan



3. Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan {KEK,
KSN, & Kl), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsl (RKAKAP)
Adapun beberapa kendala vang dihadapi dalam RKAKAP, antara lain;
a) Layznan AKAP, Pusat Kegiatan, Pedesaan Antar Provinsi:

o Operator angkutan umum memberikan layanan berdasarkan banyaknya
permintaan (demand) penumpang sehingga ada trayek yang belum terlayani
dikarenakan kurangnya permintaan.

o Adanya pelanggaran/penyimpangan trayek AKAP yang dilakukan oleh
operator angkutan umum AKAF;

o Masih terdapat peruszhaan angkutan umum AKAF yang manajemen
layanannya masih menggunakan metode lama sehingga tidak metapcrkan
aperasionalnya;

o Untuk pengembangan trayek ALBN tergantung pada perjanjian kerjasama
antar dug negara;

o Hingga saat inlimplementasi Tusi Angkutan Perdesaan masin belum berjalan
secara ogtimal sebab belum terdapatnya pembahasan teknis dan strategi
yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan yang
konkret guna pengelolaan dan pengembangan mcda transportasi angkutan
pedesaan inl dalam menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terpencil,
dan minim akses transportasi umum.

o) Layananterminaltipe Adengankapasitas sesuai SFM:

o Masih cukup panyak Terminzl Tipe A yang belum memenuhi kriteria SPM jalur
keberangkatan namun sebagian besar diantaranya memiliki kapasitas yang
rendah sehingga tidak terlalu berpengaruh pada perhitungan rasio;

o Peraturan terkait standar pelayanan terminal perlu diperbarui mengingat
belummemuat mekanisme perhitungan atau penilaian peiaksanzan SPM;

o Peningkatan kagasitas terminal sesuai SPM pada tahun Ini terkendala adanya
efisiansianggaran.

4. Kanektlvitas Layanan Angkutan Barang Dangan Terminal Angkutan Barang (RKAB)
Kendala yang dihacdapidalam RKAEB, antara lain:
a) LayananAngkutan Barang:
o Belum adanya peraturan yang mengatur tentang layanan angkutan barang;

= Layanan angkutan barang di perkotaan menghadapi berbagal kendala dan

permasalzhan, di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, kesulitan parkir,
14/(‘
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keterbatasan tuang pergudangan, masalah lingkungan seperti emisi
kendaraan dan palusi suara, serta kurangnya kcordinasi antar pemangku
kepentingan;

¢ Selain itu, ada juga masalah logistik seperti barang hilang atau rusak di
perjalanan, kurangnya informasi dan komunikasi, serta permasalahan
infrastruktur sepert jalan yang tidak memadai. Belum adanya regulasi atau
peraturan yang mangatur pelaksanaan layanan angkutan barang ¢i kawasan
perkotaan.

b) CperasilLayanan Terminal Barang sesuai SPM;

o Efisiensi Anggaran pada Awal Tabun Anggaran, Pelaksanaan kegiatan
pembangunandanpengsmbangan kenektivitas Jaringan jalan padaTriwulan il
mengalami perlambatan akicat adanya kebijakan afisiensi anggaran pada
awal tahun anggaran. Proses penyesuaian anggaran yang bersifat dinamis,
termasuk proses revisi DIPA dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, turut
mempengaruhi katerlambatan penysragan anggaran, yang secara langsung
berdampak pada tertundanya pelaksanaan fisik kegiatan dilapangan;

¢ Metodologi Perhitungan Indikatar yang Menggunakan Fala Akumulatif, peru
dipahami bahwa incikator Rasic Konektivitas Transportasi Jalan dihitung
secara akumulatif sepanjang tahun berjalan. Dengan demikian, capaian pada
triwulan ll secara teknis wajar apabila menunjukkan angka yang masih rendah,
mengingat sebagian besar output kegiatan baru akan terealisasi secara
signifkan pada Triwulan || dan Ill, seiring dengan peningkatan pragres
pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan:

o Kendafa Teknis dan Administratif dalam Proses Penyediaan Data Dasar,
Rendahnya capaianindlkatorpadatriwulanitahun 2025 juga cisebabkan oleh
status indikator Rasio Konektivitas Transportasi Jalan yang merupakan
indikator baru yang ditetapkar pada awal pelaksanaan Rencara Strategis
Tahun 2025-2029, Sebagai indikatcr baru, proses penyusunan metcdologi
pengukuran, penetapan baseline, serta mekanisme pengumpulan dan
validasi date masih dalam tahap penyempurnaan. Aklbainya, pada Triwulan 1],
penghitungan capsian belum dapat dilaksanakan secara penuh karena
xeterbatasan data dasar yang valid dan terverifikas), baik dari sis spasial
maupun administratif,

15

o Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il - Kementerian Perhubungan




UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG
1. Adapun upaya yang akan cilakukan cleh Direktorat Angkutan Jalan untuk

meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan atau membearikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi
masyarakat di daesrah-daerah yang saat ini Delum terjangkau untuk
meningkatkan perekonomian dan pembangunan didaerah tersebut;

b} Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian
subsidi vang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai
dengan Keputusan Dirfjen Hubdat No. KF-DRID 620 Tahun 2022,

c¢) Menyusun konsep peraturan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan
Jalan Keperintisan;

d) Kewajiban bagi perusahaan angkutan AKAP untuk memasangkan alat Global
Fositicning System (GP5) pada kandaraan dan mengintegrasikan aplikasi GFS
vang digunakan perusahaan dengan dashboard Ditjen Perhubungan Darat;

a) Melakukan pemantauan terhadap trayek dan cperasional angkutan perintis,
trayek angkutan AKAF dan trayek angkutan ALBN;

f) Melakukan evaluasi terhadap trayek angkutan periniis, angkutan ALBN, dan
angkutan AKAF, dikarenakan Penyasuaian dinamika perubzhan aringan Jalan
dengan berfungsirya tol penghubung antar kota, upava dalam rangka
meramaikan terminal tipe A, dan kebutuhanr jaringan trayek angkutan;

g) Melakukan sosialisasi kepada perusahaan Angkutan orang Dalam Trayek terkait
standar pelayanan minimal angkutan Grang Dalam Trayek;

h) Melakukan penambahan kota yang dilayani dengan angkutan umum perkotazan
BTS.

Z. Upaya yang dilakukan olen Direktorat Prasareana Transportasi Jalan untuk
meaningkatkan capaian di masa yang akan datang adalanh sebagaiberikut:

a) Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A melalui pembangunan
terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;

b} Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui peningxatan fasilitas
melalul revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal;

c) Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A misalnya dengan
pelaksanaan excellent service untuk meningkatkan minat pengguna terminal

maupun cperatar bus untuk menzik-turunkan penumpang di terminal.

16/
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PEMANFAATAN ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Jalan pada Triwulan
Tahun 2025 adalah senilai Rp481.133.452.950,00 yang telah terealisasi sebesar 8,11%
atau senilai Rp3%.037.485.098,00. Adapunalckasianggaran pada Triwulan [ Tahun 2025
seniial Rpb669.147.741,8046,C0 cdengan realisasi senilai Rp205.780.055.439,00 atau
sekitar 30,75%.

b) Rasio Konektivitas Transportasi ASDP
Rasio Kornektivitas Transporiasi ASDP merupakan rasio konsktivitas transportasi
angkutan penyeberangan dengan rasio konektivitas angkutan sungai dan danau. Rasio
konektivitas transportasi angkutan peznyeberangan adalah perbandingan jumlah
palabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani dengan
jumlah tetal pelacuhan penyeberangan sesuai Keputusan Menteri Nomor KP 432 Tahun
2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Masional (RIPN).
Tabel Il.3 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP Triwulan Il Tahun 2025

Indikator Kinerja Satuan Target' Pengukuran Triwulan Kinerja
Program 2025 | Tw |Target| Realisasi Kinerja (%) 2025 (%)
Rasio Konektivitas | Rasio | 0,568 | Tw.l | 0,565 | 0631 M,581 111,681
Transportasi SDP Tw.ll | 0555 | 0,531 11,481 | 11,681
|

Sumkber: Ditien Perhubungan Darat, 2025
Untuk menghitung Indikatar Kinerja Program Rasio Kenektivitas Transportasi ASDP

digunakan rumus sekbagai berikut;

—

Raslo Honektivitas
Transportasi SDP =

RKAP + RKASD

2

Keterangan:

» RKAP merupakan rasio konektivitas jaringan transpaortasi Angkutan Penyeberangan
yvang diukur berdasarkan tingkat koneklivitas pelabuhan penyeberangan yang telah
beroperasi dbandingkan derngan jumlah pelabuhan penyeberangan vang
direncanakan dalam Rencana Inouk Pelebuhan Nasional (RIPN};

+« RKASD merupakan rasic konektivitas jaringan transportasi Angkutan Sungai dan

Danau yang diukur berdasarkan tingkat konektivitas pelabuban sungai dan danau

yang direncanakan sesuai RIPN.

\‘Q

I yang telah beroperasi cibandingkan dengan jumlah pelabuhan sungai dan danau
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Reaiisasi indikater kinerja Rasio Konektivitas Transocrtasi ASDF Triwulan [l Takun 2025
terhacap targetRevisill Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0,631, yang diperoleh
dari perhitungan berikut,

P
Rasio Konektiyitas _  ©3:38+62.88
TransportasiSDP = — 3 = 0,631
F
%Capalan= %3 x100% = 1,681%
0,585
ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Target rasio konektivitas transportasi ASDP Triwulan Il Tahun 2025 dapat tercapai
dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni:
1. PadaPelabuhan Penyeberangan telah dilakukan:
a  Melakukan pembargunzn prasarana pelabunhan penyeberangan berdasarkan
Rencanalnduk Pelabuhar yang telah disusun;
k. Mewuwjudkan pembangunan pelabuhan vang teroacu dengan moda transportasi
lainnya;
<. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan di Direktcrat Jenderal
Perhubungan Darat sebagal pedeman pembangunan/pengembangan vang
terarah dan terukur.
2. PadaPelabuhan Sungai dar Danau teizh dilakukan:
a. Melzkukan pembangunan prasarana pelabuhan sungazi dan danau berdasarkan
Rencanainduk Pelabuhan yang telah disusun;
b. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi
lainnya;
¢. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungal dan Danau ci Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/oengembangan yang
tararah dan terukur,

POTENEI PERMASALAHAN
Selain faktor keperhasiian, indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi ASDP juga
memiliki beberapa faktorkendala yang terbagidalam beberapa bagian, sebagai berikut.

1. KendalapadaPelabunan Penyeberangan, vaitu:

a. Terhambatnya mobiiisasi pengangkutan material;
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Curah hujan yang tinggi;

Kurangnyatenaga kerja;

Cashflowkontraktor pelaksana yang kurang baik;

® a o O

Proses Hibah lahan yang sering memakan waktu yang cukup lama dan sering
terjacinya ketidaksesualanluasanlahanyang dihibahkandengan luasaniahanyang
dinutuhkan dalam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;

f. Adanya Perubahzan Desain dalam pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yang
harus disesuaikan dengan kondisi Lokasl Pembangunan Felabuhan
Penyaberangan;

g. Belumtersedianyajalan aksas ke lokasi pelabuhan penyekberangan.

2. Kendala pada Pelabuhan Sungai dan Danau, yaitu:

a. Terhambatnyamobilisasipengangkutan material;

b, Curahhujenvangtinggi;

c. Kurangnyatenaga kerja;

o

Cash fiow kontrakter pelaksana yang kurang paik;

g. Proses Hibzh lahar yang sering memakan waktu vang cukup lamz dar sering
terjadinya ketidaksesugianluasanlahanyang dihibahkan denganluasan lahanyang
dibutuhkan dalam Pembangunan Pziabuhan Sungai dan Danau;

f. Adenya Perubahan Desain dalam pembangunan Felabuhan Penyeberangan vang

harus disesualkan dengan kondisi lokasi pembangunan Pelaouhan Sungai dan

Canau;

g. Belumtersedianyajalan akses ke lckasipelabunan sungaidan danau,

UPAYA PENINGKATAN KINERIA DI MASA MENDATANG

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderai Perhubungan Darat untuk
meningkatkan capaian Rasio Kongktivitas Transportasi ASDP ci masa yang akan datang
adalah sebagai berkut:

1) Memberi bantuan teknis untuk penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau
dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Carat sebagai pedoman
pembangunan/pengembangan vang terarah dan terukur;

2) Melakukan pembangunan prasarana pelabunan Derdasarkan Rencana Induk
Pelabuhan yangtelah disusun;

3) Melakukan pembangunan pelabuhan sungai dan danau berdasarkan Rencana Induk

Pelabuhan Nasional (RIPN};

wh
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4) Melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan bercasarkan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPM};

£} Memberikan Bimbingan Teknis Rarcang Bangun Pelapunan Sungal, Danau dan
Penyeberangan:

6) Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi

lalnnya.

PEMANFAATAN ANGGARAN

Alckasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi ASDP pada Tahun
2025 adzlah senilai Rp821.820.994.000,00. Kemudian pada Triwulan | 2025, apggaran
yang telah terealisasi sebesar 5,47% atau senilai Rp44.991.36%.880,00. Adapun alokasi
anggaran pada Triwulan I 2025 senilal Rp788.179.764.000,C0 yang telah terealisasi
senilai Rp493.672.986.000,00 atau sekitar 62,63%.

Rasio Konektivitas Transportasi Laut

Raslo konektivitas transportasi laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang clisinggahi

cleh angkutan |aut untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah hinterland

(wilayah pinggiran pendukung} pelabuhan tersebut antara lain sebagai berikut: trayek

Angkutan Barang d Laut (Tol Laut), Angkutan Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut

untuk Penumpang Kelas Ekonomi (PSO), Angkutan Laut Perintis, dan AngkutanTernak.
Tabal li.4 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Triwulan 1l Tahun 2025

Indikator Kinerja Satuan Targat Pengukuran Triwuian Kinerja
Program 2025 | Tw |Target| Realisasi Kinerja (%) 2025 (%)

Rasic Konektivitas | Rasio | 0,972 Tw.l 0,960| 0,959 | 99.906 | 99,906

Transportasi Laut Tw. il | 0,950 0,961 100,073 | 58,837
Nasional

Sumber: Ditjen Ferhubungan Laut, 2025

Untuk menghitung Indikatcr Kinerja Program Rasio Kenektivitas Transportasi Laut

digunakan rurmus sebagai berikut:

F

Rasio Konektivitas
Transportasi Laut

1 Pelabuhan yang Telah Dliayani Angkutan Laut

¥ Total Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk
Anghkutan Laut
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Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tantang
Rencanz Induk Pelabubzn Nasional, terdapat sebanyak 63¢ (enam ratus tiga puluh enarm)
lokasi pelabuhan yang digunakan urtuk melayani angkutan laut. Pada Triwulan | terdapat
/ (tujuh) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Janggerbun, Tanjung Pakis, Pulau Szluan, Banda
Besar, Ar Bargis. Oepoli, Rainis ke dalam jaringan trayek angkutan laut dalam negeri,
khususnya angkutan laut perintis yang secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang
telah dilayani angkutan faut sebanyak 610 pelabuhan, sehingga terdapat realisasi
sebesar 0,9591 Rasic dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,50%. Kemudian,
padaTriwulanlitelahmenambah1{satu)pelabuhan laut yaituFelabuhan Kebror, sehingga
secara kaseluruhanjumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angxutan laut sebanyak 611
pelabuhan, Pada Triwulan |l Tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 0,561, sehingga sesuai
dengan target yang telah ditetapkan mencapai 100,073%, yaitu;

F
Rasio Konektivitas 611 Pelabuhan = —_
TrasnportasiLaut = 436 Pelabuban = 5
% Capalan = 0,961 x 1002 = 100,073%
0,240

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Triwulan || Tahun 2025
sebesar 0,941, Keberhasilan pencapaian target didukung oleh peran aktif pemerintan
daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas. Selain itu para pemilik barang

masih mengandalkan angkutan laut dalam mandistribusikan oarang.

PEMANFAATAN ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mengukung Rasic Konektivitas Laut pada Tahun 2C25 adalah
senilai Rpl.084.410.432.000,0C. Pada Triwulan | Tahun 2025, anggaran tersebut telah
terealisas) sebesar Rp971.770.402 477,00 atau sekitar 84,99%. Sementara pada
Triwulan Il Tahun 2025 sebesar Rp1.070.726.022 000,00 yang telah terealisasi sebesar
Rp201.57€.947.592,00 atau sekitar18,83%,

3. Rasio Kenektivitas Transportasi Udara
Kanektivitas transportasi udara dapat diwujudkan dengan kegiatan infrastruictur

konextivitas transportasi udara berupa pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan
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prasarana bandar ucara khususnyz terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas

nandar udara penciukung pricritas nasional.

Tabel ll.5 Rasio Kenektivitas Transpertas!| Udara Triwulan [l Tahun 2025

Indikator Kinerja

Satuan 1arget _Pengukuran Triwulan Kinerja
Program 2025 | Tw | Target| Realisasi Kinerja (%) 2025 (%)

Rasio Konektivitas | Rasio | 0,908 Tw.1 | 0,790 0,819 103,633 | 103,623
Transportasi Udara Tw.ll  C790 | 0.82] 103,975 | 90,463

Sumber: Ditjen Ferhubungan Udara, 2025

Capaian kinerja pada Indikatar Kinerja Rasic Kongktivitas Transportasi Udara dihitung

melzlui cara sekbagaiberikut:

] BUNB DN + BUPR + (BUND DN dan BUPR)
Rasio Konektlvitas  _ ek
Transportasi Udara =~

RINBU + BUPRTR

Pada Triwulan Il Tahun 2025 data pelayanan bandar udara adalah sebagai berikut;

BUNB DN adalah Jumlah bandar ugara yang hanya melayan| penarbangan niaga
berjadwal dalam neger!, sejumlah 62 {enam puluh dua) bandar udara;

BUPR adalah Jumlah bardar udara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai
dalam KP Perintis, sejumlah 16% {seratus enam puluh sembilan) bandar udara:

BUNB DN dan BUPR adalah Jumlah bandar udara yang melayani penerbangan niaga
berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis, sgjumlzh &8 (enam
puluh delapan) bandarudara:

RINBU adalah Jumlah bandar udara dzlam Keputusan Menteri Perhubungan Nomer
KM1éé Tzhun 2019 tentang Rencana Induk Nasicnal Bandar Udara, sejumlah 296 (dua
ratus sembilan puluh enam} bandar udara;

BUPRTR adalan Jumlah bancar udara yang melayanf penerbangan perintis sesuai
dengan KP Perintis (tidak masuk dalzam RINBU), sejumlah 68 (2nam puluh delapan)

bandarudara.

Maka realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Udara Triwulan Il Tahun

2025:
Raslo Konekdivitas _ SRIE S - 0@
Transportasi Udara = 295 + 68
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F
% Capaian -

0,81
0,790

x 100% = 103,975%

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan Il Tahun 2025, capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas Transportasi

Udara senesar 103,975% dengan nilai realisasi sekesar 0,827 tarhadap target sebesar

0,7%0. Halini mengindikasikan Kinerja Ditjen Perhubungan Udara sudah cukup baik.

Konektivitas bandar udara dipengaruhi oieh beberapa faktor utama, sebagai berikut:

a) Fengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang angkutan udara terkait dengan
monftoring serta evaluasi layanan angkutan udara perintis maupun angkutan udara
niaga berjadwal;

b} Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara khususnya
pembangunzn bandar udara baru sesuai dengan target dalam RPJMN Tahun 2020-
2024;

¢) Pengawasan. Pengendalian, dan Pembinaan Pembangunan dan Pangembangan
Bandar Udara;

d) Pengawasan, Pengzndalian, danPembinaan Bidang NavigasiPenerbangar terutama

terkalt dengan ruang udara yang dilayan|.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara, Direktorat Janderal Perhubungan

Udara melakukan langkah strategis sebzgai berlkut;

1. Menerapkan multiziriines system, yaitu satu rute penerbangan dilayanilebih dari satu
perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yarg berkampetisi secara sehat dan
xendusif serta menghindari terhentinya pelayanan angkutan udara apabila hanya
cilayani oleh satu Badan Usaha Angkutan Udara;

2, Sinkronisasi antara bandara-bandara (termasuk rute) yang melayani penerbangan
perintis dengan laut dan darat sehingga konsep multimoda terwujud guna
mendukung fransportasi udara termasuk di daersh-daerah 37T:

3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Perarintah Dasrah

dalam rangka pertukaran infarmasi serta evaluasi bandara-bandara tarmasuk rute

perintis diwilayahnya masing-masing;




4. Program penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis yang melayani penumpang dan
kargo dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah-wilayah yang sulit
aksesikilitas melalui mekanisme subsidi.

PEMANFAATAN ANGGARAN

Alokas! anggaran untukmendukung Rasic Konektivitas Udara pada Triwulan| Tahun 2025
sebesar Rp1 912.425.212 000,00, yang terealisasi sebesar Rpl66.416.976.538,00 atau
sekitar 8,71%, Adapun alckasi anggaran pada Triwulan Il Tahun 2025 sebesar
Rp1.229.681.501.000,00 dengan realisasi sebesar Rp442.921.575.100,C0 atau sekitar
36,02%. Pengalokasian anggaran dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mendukung pencapaian target dan peningkatan rasio konektivitas
transportasi ucara, diantaranya «egiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
bidang angkutan udara terkait dengan ronitcring serta evaluasilayananangkutanudara

perintis maupun angkutan udara niaga berjadwal.

4. Rasio Konektlvitas Transpartasi Perkeretaapian
Capaian kinerfa Rasic Konektivitas Transportasi Parkeretaapian dihiturg berdasarkan
perbandingan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN yang tarhubung
jaringan kereta api terhadap jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi
Strategis/KSN sesuai RIPNAS Tahun 2030,
Tabelll.6 Rasio Kenektlvitas Transportasi Perkeretaaplan Triwulan |l Tahun 2025

Pengukuran Triwulan

Indikator Kinerja Target oy Kinerja
Program Satuan 2025 Tw | Target | Realisasi K'(rz?a 2025 (%)
Rasio Konekiivitas Rasio | C,d460 | Tw.i | 0,450 0,460 101.074 | 100,000
Transportasi Tw. Il | 0,460 G440 [10C,000 | 100,000
Perkeratazapian

Sumber: Ditfen Perkeretaapian, 2024

Rasic Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diperolen dari rumus sebagai berikut:

F

Jumilah PKN/PKW /Simpul Transportasi Strategis/KSN

Rasio Kenektivitas terhubung jaringan KA pada tahun berjalan
Antar Wilayah =
Transportasi Jumlah rencana PKN/PKW /Simpul Transportasi

Strategis/KSN terhubung jaringan KA Sesual RIPNAS

Pusat Keglatan Nasional (PKN) adalan kawasan perkctaan yang berfungsi untuk

elayant kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
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Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkctaan yang perfungsi untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupater /kota.

Simpul Transportasiadalahtempat yang diperuntukkan bagipergantian antarmoda yang
berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungal dan darau
dan/atau bandar udara,

Kawasan Strategis Masional (KSN) adalzh wilayah vyang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanar dan keamanan negera, ekonomi, sosial, budaya,
dan/ataulingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagaiwarisan dunia.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target rasio kcnektivitas antar
wilayah transportasi perkeretaapian sebasar 0,460 dengan jumlah target
PEN/PKW/Simpul Transportasi/Kawssan Strategis Nasional yang terhubung dengan
jaringan kereta api sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi,
simpul andara 6 lokasi, simpul pelabuhan 1C lokasi dan simpul terminal tipe A 1lokasi)
divandingkan terget Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi
(PKN/PK\W/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 15 lokasi, simpul
pelabuhan 2% lokasi dan simpulterminal tive A 1lckasi)

Rinciantarget dan realisasi pada Triwulan Il Tahun 2025 sebagai berikut:

:
Target Rasio Konektivitas ) 69 Lokasi o
BN BRI ParierStasp an - 150 Lekasi sesuai RIPNAS 5 .
F
0,450
%Capalan- ——— x100% = 100,000%
0,460

ANALISIE PENCAPAIAN TARGET

Fada Tahun 2025, belum ditargetkan penambahan konektivitas cikarenakar belum
terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarang perkeretaapian
baru menghubungkan PKN/PKW/Kawasan Strategis Masional/simoul transportasi vang
selesal dan beroperasi pada Tahun 2025, Selain itu, keglatan vang dilaksanakan
Direktarat Jenderal Perkeretaap/an pada Tahun 2025, mayoritas kegiatan lanjutan yang
fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting,
Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nemor 1 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tzhun Anggaran 2025 yang
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membatasi ruang fiskal kagiatan pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapiar.

Pada Triwulan Il Tahun 2025, juga terdapat oaberapa kegiatan pendukung peningkatan

konektivitas transportasi perkeretaapian lainnya antara lzin:
a. Konektjvitas FKW [hokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan keglatan
eendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh - Muara
Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan
lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwalan Il Takun 2025, telah cilakukan tindak anjut
terhadap hasil temuan pengujian. Saat ini telah diusulkan pengujian kembali
sebagaimana surat darl Kepala BTF Medan kepada Balai Pengujlan perkeretaapian
padatanggal 28 Mej 2025;
k. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat - Pondok S5 - Kotapinang
masih clalam tahap persiapan pangoperasian KA parintis sagmen Rantauprapat -
Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan, serta koordinasi kesiapan sarana vang
akan dioperasikan}. Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 - Kota Pinang
masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (arogress 93,30% yaitu
sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). Pada tahun 2C25, terhadap bidang
yang belum dibebaskan diperiukan anggaran DPPT dan oenilaian ganti kerugian
kembali terhadao masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis;
¢. Pekerjaan utlitas dan penyempurnaan lintas Barndar Tinggi-Kuala Tanjung unzuk
mendukung konektivitas Pelaouhan Kuala Tanjung sudah szlesai dilaksanakan pada
Tahun 2024, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage
road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk
itu, direncanakan lanjutan pembayaran pengadaan lahan oleh LMAN sebesar
Rp50,C2 Milyar, namun perlu diusukan terlebih dahulu relaksasi anggaran pada
Tahun 2025 pada kegiatan BOBP pengadaan tanah jalur kereta api lintas Bandar
Tinggi - Kuala Tanjung diantaranya untuk;
1y BOBP untux biaya panjar perkara pada 75 bidang untuk diajukan ke Pengadilan
Negeri Kisaran padalintasan segmen |. Selain itu, 2 (dua) bidang milik Pemerintah
Kabupaten BatuBara menunggu surat BPN Asanan untuk pembuatan penetapan
lokasi;

2) Pengusulan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa

waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis pada segmen |l

Bandar Tinggi ~ Kuala Tanjung.
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d. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api
Sawahlunto - Muarckalaban, masih proses koordinasi cengan PT. KAl can
Pemerintah Daerah Sawahluntc guna percepatan penvelesaian dokumen tekris
untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian;

e. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase | untuk mendukung
konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tshap persiapan
pengadaan  lahan  oleh  Pemerintah  Daerah, pelelangan  kegiatan
pendukung/konsultan tender of assistance (seleksi constlting service 1), serta
penetapan Finjaman Hibah Daerah (PHD) cleh Kementerian Keuangan dan
Pemerintan Provinsi DKl Jakarta;

f. Kegiatan lanjutan pembargunzn prasarana perkeretaapian untuk mendukung
pengcperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai -Palanro yang bersumber dari
rembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 76%,

Selain itu, juga terdapat beberapa usulan kegiatan pembanguran perkerstaapian
mendukung konektivitas yang didorong dengan skema pembiayzan alternatif namun
masih calam tahap penyiapan dokumen perencanaan teknis dan keordinasi awal
dimana telah dilakukan market scunding pada Mel 2025 (investor gathering),
diantaranyauntuk pengembangan layanan keretz api feeder di Stasiun MRT Lebak Bulus
dan Stasiun LRT Harjamukti, lanjutan pembargunan LRT Jabodetabek segmen Cibubur -

Bogor, pengembangan KA perkotaan Bandung, serta perpanjangan kersta cepat

Bandung ~ Surabaya. Khusus untuk perpanjangan kereta cepat, saat ini sedang

disiapkan kajian lanjutan, pembentukan satuan tugas {Satgas) serta usulan penyesuaian

regulasi penduxkung beserta tindak lanjut lainnya.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan

data/kinerja/hubungan dengan bidang lain{cresscutting) antara lain:

a. Konsolidasl dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan
pPemdangunan perkeretaaplan sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan
sertif kasi kelaikan prasarana perkeretzapian, diantaranya dengan koordinasi pihak
internal  (Direktarat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretzapian, Direktorat
Keselamatan, Balal Pengujian, dan lainnya) dan pihak eksternal (BUPP/BUPS,
Pemerintah Dasrah);
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b. Keonsolidasi calam panyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian
dengan melbatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN,
Pemearintah Daerah dan instansi terkait lainnya:

¢. Keordinasi dengan Kemenko Infraswil, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan,
Kementerian Investasi dan Badan Usaha terkait pembiavaan alternatif

pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan

keterhubungan jaringan jalur dan |ayanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan

outcome diantaranya:

a. Peningkatan mobllitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak
dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien:

b. Pengurangan blaya logistik dengan pengiriman barang yvang efisien dan distribusi
cepatdengan dukungan intagrasi antar moda transportasi

¢. Peningkatan ekonomi wilayzh dan kualitas hidup masyarakat dengan kemudzhan
mengzkses lebih banyak pilihan dan layanan, sepertt pendidikan, kesehatan, dan
hiburan.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah paca

pericde berikutnya dengan pelaksanaan penyesuaian aktivitas dan penggunaan

anggaran sebagai berikut;

a. Pernyelesaian sertifikasi kelakan prasarana perkeretaapian termasuk koordinasi
ketersediaan/kesiapan sarana kersta api merdukung pengoperasian hasil
pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pandok $5 dan
perpanjangan parintis KA Acehmeruju Muara Satu;

b. Lanjutan pembangunan prasarana mendukung pengoparasian KA Makassar - Pare
Pare dan persiapan pembangunan MRT Jakarta East - West, serta penyelesaian
pemenuhankebutuhan lahan pencukung kanektivitas melalui LMAN.,

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan,

aktivitas/anggaran serta penempatan jacatan/pegawai untuk mendukung pencapaian

Kinerja, ciantaranya:
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a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan

Pangusulanrelaksasi anggaranTahun 2025 untukmendukung permenunan readiness
criteria, penyelesalan pengadazn lahan, dan kegiatan-kegiatan pencukung
«onaktivitas lainnya.

k. Penyesuafan Aktivitas/Anggaran

1) Penirjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang
memungkinkan penambzhan  keterhubungan  dengan kawasan/simpul
transportasilainnya (sepertiterminal tipe A, lainnya) termasuk apabila dibutuhkan
reviu terhadap rumusan perhitungan rasio konektivitas:

2) Tindak lanjut pelaksanaan investor gathering dengan koordinas! badan usaha
yang potensial berpartisipasi dalam kegiatan pendukung konektivitas
perkeretaapian melalui pembiayaan aiternatif/ KPBU/ pemanfaatan aset/
konsesi/ lainnya;

3} Penyesualan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait xegiatan
pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkemiangan kebijakan
paca RPIMN can Renstra Kementerian Parhubungan serta kebijakan efisiensi
anggaran.

PERBANDINGAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capalan kinerja rasic
kenektivitas antar wilayah bidang perkeretaapian dengan rasio konektivitas level
Kementerian Perhubungan/MNasional. Nilai rasic konektivitas nasional dinhitung
kerdasarkan bobot rasic konektivitas yang tertuang padarancangan dokumen Rencana
Strategis Kementerian Perhutcungan meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan
transpontasi darat, transpertasi laut, transzortasi udara dan transportasi perkeretaapian
dengan masing-masing bobct 23,75%. Perbandingan nilal rasio pada Tahun 2025
diuraikan pada Tabel berikut:

Tabelll.7 Perbandingan Kinerja Raslo Konektivitas KA di Level Naslonal

Mo Level / Moda i Rasio Konektivitas
1 | Nasional (Seluruh Mada) [ 0.627
- <N s

2 | Perkeretaapian

Berdasarkan tabel di atas, dipercleh bawah rasic korextivitas transportasi

perkerataapian masih letih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga
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perlu peningkatan dengan pricritas pengembangan jaringan dan layanan kereta apibaru
di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait rerbandingan titik yang
terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan cukungan konektivitas wilayah
sebanyak 69 titk dari jumlah 1039 titik (6,64%) vang terhubung secara nasianal (134 titik
Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauandan Pusat Kegiatan
Nasianal, 603 Pelabuhan serta 302 Bandar Udara).

PEMANFAATAN ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
pada Tahun 2025 adalzh senilal Rp813.226.191.000,00. Untuk Triwalan | Tahun 2025,
gnggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp2.873.423 028,00 atau sekitar 0,25%.

Sementara, peada alokasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 sebesar
Re1.560.201.902.00C,00 yang telah terealisasi sebesar Rp$9.882.894.340.00 atau
sekitar 6,40%.

IKSS 1.2 TINGKAT INTEGRASI TRANSPORTASI NASIONAL

Tingkat Integrasi Transgortasi Nasional berdasarkan target pada Renstra Kemenhub Tabun
2025-20292 posisi Triwulan I memiliki target 16,472% dengan realisasi 16,004% atau
mencapai97,161% daritarget Triwulan | Tahun 2025 dan daritarget Tahun 2025, Pencapaian

IKSS ini sebagaimana Tabe! 1.8 berkut:
Tabelll, 8 Tingkat Integrasi Transportasi Nasional Triwulan | Tahun 2025

Kinerja

Pengukuran Triwulan 2025 (%)

Target

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Satuan 2025 51 Ffiers
Tw Target Realisasi

(%)
SS1. MENINGKATNYA KON EKTIVITAS DAN INTEGRASI TRANSPORTASI NASIONAL )
IKSS [Tingkat Integrasi % Tw.[ | PadaTriwulan!, IKS51.2 befum memiliki
1.2 [Transportasi Nasicnal | capalan kinerja dikarenakan masih
T Tnokatintegrasi menjaIan::gslﬁi?an(gﬁ%umtkerja
Transportasi Antarmoda
2) Tingkat Integrasi
Transpertas! Multimoda
3) TingkatIntegrasi
Transpoertasi Perkotaan
IKSS | Tingkat Integrasi % | 16,472 [Tw.ll| 16,472 | 6,004 | 97,061 | 97,381
1.2 | Transportasi Masional '
1) Tingkat Integrast | 13,287 ';13.287 13 039 98,134 98134
Transgortasi Antarmeda |
2) Tirgkat Imegrasi | 15,552 15552 | 15196 | 97711 | 97.7M
Transportasi Multimoda
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SN Pengukuran Triwulan Zgizr‘;“;;
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Satuan rge (%)

205 Target Realisasi K'('lz?a

3} Tingkat Integrasi
Transpartasi Perkotaan

Sumber: MHasil Analisis, 2025

1. Tingkat Integrasi Transportasi Antarmoda

Tingkat integrasi transportasi antarmoda merupakan salah satu indikator dalam merain
sasaran meningkatnya integrasi transportasi nasicnal yang pertujuan untuk mengukur
tingkat integrasi transpertasi penumpang yang menggunakan lebih dari saty moda.
Integrasi transportasi antarmoda adalah keterpaduzn antar kerbagai moda
transpertasi (darat, laut, udara, kereta) dalam satu laysnan vang terkoordinasi secara
fistk, jaringan, tarif, jadwal, dan infermasi, sehingga pengguna capat berpindah mods
denganmudah, efisien, dan nyaman. CapaianTingkat Integrasi Transportasi Antarmoda
pada Triwulan Il Tahun 2025 adalah $8,134% dengan nilai realisasi sebesar 13,039% dari
target 13,2879, Aclapun tingkat integrasi transportasi antarmoda divkur berdasarkan 3
(tiga) kemponen, yaitu Tingkat Integrasi Jaringan Prasarana Transportasi Antarmoda,
Tingkat Integrasi Jaringan Pelayanan Transpcrtasi Antarmoda, dan Tingkat Integrasi
Pelayanan Transportasi Antarmoda, dengan masing-masing realisas! sebagai berikut,

TabelIl.¥ Komponen Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Antarmoda Triwutan Il 2025

Realisasi

Komponen (Nilai Komponen/3)

Tingkat IntegrasiJaringan Prasarana 13.35]
Transportasi Antarmoca '
Tingkat Integrasi . laringan 25,394 13.039
Pelayanan Transportas] Artarmoda
Tinghkat Integrasi Pelayanan
. 0,371
Transportasi Antarmoda

Sumber. DIITM, 2025

Tingkat integrasi jaringan prasarana transportasi antarmada mengukur Keterpaduan
secara fisik antara simpul dan kordor transportasi. Penilaian komponen ini mencakup
ketersediaan dan keternubungan jaringan prasarana antarmoda, seperti terminal,
stasiun, pelabuhan, dan bandara, khususnya pada simpul utama dan kawasan prioritas.
Kempanen ini dihitung berdasarkan bobot keterpaduan di simpul utama (56%),
kawasan 3TP (26%), dan Daerah Prioritas Pariwisata (18%). Penentuan bobeat tersabut

cilakukan dengan metode rata rata tertimbang sesuai jumlah masing-masing Jokus.

o Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il - Kementerian Perhubungan




Tingkat integrasi jaringan pelayanan transportasi antanmoda mengevaluasi tingkat
keterpaduan rencana trayek dan jaringan layanan angkutan antarmoda antar simpul
transpartasi. Fokus dari komponen ini adalah perencanzan dan aperasional rute
layanan yang mengintegrasikan perjalanan antarmoda.

Tingkat integrasi pelayanan transportasi antarmoda berfokus pada aspek pelayanan
pengguna, seperti integrasi tarlf, jadwal, layanan perumpang. dan sistem informasi
antar moda. Kempcnen inl mengukur kenyamanan dan kemudahan yang dirasakan
pengguna dalam berpindah antar moda transportas!, Penilafan dilakukan terhadap
keterpaduzn pelayanan ¢i simpul utama, kawasan 3TP, dan DPP, dengan babot yang
sama sepertidua kompcnen sebelumnya.

2. Tingkat Integrasi Transportasi Multimoda

Tingkat integrasi transpertasi multimeda merupakan salah satu indlkator dalam merain
sasaran meningkatnya integrasi transportasi nasional yang bertujuan untuk mengukur
tingkatintegrasitransportasi barang (logistik} yang menggunakan lebih dari satu moda.
Integrasi transpertasi multmoda adzlah  keterpaduan antar berbagai maoda
transportasi (darat, laut, udara, kereta) dalam satu layznan logistik yang terkoordinasi
secara fisik, jaringan, tarif, jadwal, dan informasi, sehingga logistik yang menggunakan
leih dari satu mada dapat berjalan menggunakan satu dokurmen saja. Capaian Tingkat
Integras! Transportasi Multimada pada Triwulan Il Tahun 2025 acalah 97,711% dengan
nilal realisasi senilai 15,196 dari target 15,552, Adapun Tingkat integrasi Transportasi
Multimoda diukur cerdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Tingkat Integrasi Jaringan
Prasarana Transportasi Multimoda, Tingkat integrasi Jaringan Pelayanan Transportasi
Multimoda, Tingkat Integrasi Felayanan Transportasi Multimeda, dengan masing-
masing realisasi sebagai berikut.

Tabel I.10 Komponen Realisas| Tingkat Integrasi Transpartasi Multimoda Trdwulan 11 2025

Realisasi

Komponen

(Nilai Komponen/3)

TingkatIntegrasi Jaringan Prasarana 51593
| Transportasi Multimoda s
Tingkat Integrasi . J:':mngan 23 626 15196
Pelayanan Transportasi Multimoda
Tingkat Integrasi Pelayanan
i . 0,377
Transportasi Multimoda

Sumber: DJITM, 2025
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Tingkat integrasi jaringan prasarana transportasi multimoda mengukur keterpaduan
secara fiskk antara simpul dan kovidor transportasi. Fenilaian komponen ini mencakup
ketersediaandanketerhubunganjaringanprasaranamuf‘timoda.sepertipeiabuhandan
bandara, khususnya pada simpul utama dan kawasan prioritas. Kormponen ini cihitung
berdasarkan bebot keterpaduan di simpul utama (53%), kawasan 3TP {26%). Kawasan
Sentra Produksi Pangan/Food Estate {4%), serta Kawasan Industri dan Kawasan
Ekonomi Khusus (17%). Penantuan bobot tersebut dilakukan dengan metcde rata-rata
tertimbang sesuai jumlah masing-masing lokus.

Tingkat integrasi jaringan pelayaran Transportasi multimoda mengevaluasi tingkat
keterpaduan rencana trayek dan jaringan layanan angkutan multimoda antar simpul
transportasi. Fokus dari komponen ini adalah perencaraan dan operasicnal rute
layanan yang mengintegrasikan perjalanan multimoda,

Tingkst integrasi pelayanan transportasi multimoda berfokus pada aspek pelayanan
pengguna, seperti integrasi tarlf, jadwal, layanan logistik, dan sistem informasi
multimoda. Kemponen ini mengukur kemudahzan yang dirasakan pengguna dalam
perpindahar  barang antar moda transportasi. Penilaian  dilakukan terhadap
keterpacuan pelayanan di simpul utama, kawasan 3TP, KSPP, dan KI-KEK, dengar

BEobotyang sama seperti dua komponen sebelumnya.

3. Tingkat Integrasi Transportasi Perkotaan
Tingkat integrasi transportzsi perkotaan merupakan salak satu indikator dalam meraih
sasaran meningkatnya integrasi transportasi nasional yang bertuiuan untuk mengukur
tingkat integrasi transportasi penumpang yvang menggunakan lebik dari satu moda
pada wilayah perkotaan, Integrasi transportasi perkotaan adalah keterpaduan
transportasi antarmada di wilayan perkotaan dalam satu layanan vang terkoordinasi
secara fisik, jaringan, tarif, jadwal, dan informasi, sehingga oengguna dapat berpindah
moda dengan mudah, efisien, dan nyaman. Capaian Tingkat integrasi Transportasi
Perkotaan pada Triwulan |! Tahun 2025 acalah 94,117% dengan nilai rezlisasi senilai
19.778 dari target 20577, Adapun Tingkat Integrasi Transportasi Parkotaan diukur
berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Tingkat Integrasi Jaringan Prasarana Transportasi
Perkectaan, Tingkat Integrasi Jaringan Pelayanan Transportasi Perkotaan, dan Tingkat

Integrasi Pelayanan Transportasi Perkotaan, dengan realisasi sebagai berikut,
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Tabel .11 Komponen Realisasi Tingkat Integrasl Transportasi Perkotaan Triwulan || 2025

Realisasi

Komponen (Nilai Komponen/3)

Tingkat Integrasi Jaringan Prasarana

3 18,250
Transportasi Perkctazn
Tingkat Integrasi Jaringan

il 83 ¥
Pelayanan Transportasi Ferkotaan 36.5 19,778
Tingkat Intagrasi Pelayanan
4

Transportasi Perkatzan e

Sumber: DJITM, 2025

Tingkat integrasi jaringan prasarana transgortasi perkotaan mengukur keteroaduan
secara fisik antara simpul dan koridor transportasi, Penilaian kempaonen ini mencakup
ketersediaan dan keterhubungan jaringan prasarana perkotaan, seperti terminal,
stasiun, pelabuhan, dan bandara, Khususnya pada simpui utama dan kawasan prioritas.
Komponren ini dihitung bardasarkan keterpaduan ¢i metropolitan (45%) dan kawasan
berorientasi transit (55%). Penentuan bobot tersebut dilakukan dengan metoce rata-
rata tertimbang sesuai jumlah masing-masing iokus,

Tingkat integrasi faringan pelayanan transportasi perkataan mengevaluasi tingkat
keterpaduan rencana trayek dan jaringan layanan angkutan perkotaan antar simpuf
transportasi. Fokus dari komponen ini adalah perencanaar dan aperasional ruts
layanan yang mengintegrasikan perjalanan perkotaan.

Tingkat integrasi pelayanan transportasi perkotaan berfokus pada aspek pelayanan
pengguna, seperti integrasi tarif, jadwal, lavanan penumpang, dan sistem informasj
antar moda. Kompanen ini mengukur kenyamanan dar kemudahan yang dirasakan
pengguna dalam berpindah antar moda transportasi. Penilaian dilakukan terhadap
keterpaduan pelayanan dikota metropalitan dan kawasan berorientasi trarsit, dengan

bobot yang sama separti dua kampanen sebelumnya.

e e e e S —
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI NASIONAL

Sasaran ini merupakan customer perspective yang merupakan Sasaran Strategls 2
Kementerian Perhubungan yang diukur dengan IKES 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.

safl
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IKSS 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
SEKTOR TRANSPORTASI

Sesuai Urdang-Undang Nomer 25 Takun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Femerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 25 Tahun
20C?tentang Pelayanan Fubiik, mengamanatkan <epada saluruhinstitusi pemerintah, baik

di tingkat pusat maupun dasrah, untuk melzkukan Survei Kepuasan Masyarakat sepbagai
tolak ukurkeberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Tabel 1112 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publlk Sektor Transportasi
Triwulan il Tahun 2025

: ; Pengukuran Triwulan Kinerja
Sasaran Strategis / Indikator Sitihs Target

Kinerja 2025 Tw Target Realisasi Kl(r::,;ja 2(3,2)5

$S2. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI

IKSS 2 | Indeks Kepuasan % 95730 | Tw.l 95730 | 95813 [100,087[100,087
Masyarakat Terhadzp Tw.ll (95730 | 5,798 100,071 100,071
Felayanan Publik Sektar
Trensportas

Sumber: PPTB, 2025
Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB telah
menetapkan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara can Refarmasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Peryusunan Survei Kepuasan Masyarakat Lnit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nemor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kategor! mutu pelayanan dan kinerja aelayanan dapat
digalongkan sebagai berikut:

Tabel .13 Kategorl Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

No Nilai Interval Nilai Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1 1,00 - 2,599& 25,00 - 64,99 C Tidak Baik

2 260-3,064 6500 766C G Kurang Baik

3 3.0644-3532 76,61-88,30 B Baik

4 35324-400 88,31-100 A Sangat Baik

Sumber. Permen FAN-RB No.17/2017 _

Dalam upaya perbaikan kinerja laysnan secara berkelanjutan, Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelznjutan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Perhubungan.
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Sgjalan dengan perkembangan teknologi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
dalam rangka pemanfaatan aplikasi survei secara alektranik oerups Aplikasi 3A Survey
Management IPK-IKM, sehingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilakukan
secara elektonik dan hasilnya dapat dipantau secara rea/ time melalul website
https://skm.dephub.go.id,

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Trwulan | Tahun 2025 melalui
https://skm.dephub.go.id adalah dengan nilai rata-rata capaian sebesar 95,798 dan rata-
rata partisipasi lokus mencapai 34,20% tctal responden sebanyak 43,825 crang, termasuk

dalam kategori mutu layanan A dangan niiai kinerja unit pelayanan Sangat Baik, dengan
rincian sebagai berikut

Tabel I1.14 Kategor Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan s.d. Triwulan Il Tahun 2025

BULAN | i AYANAN IKM | PELAYANAN | RESPOMDEN | LOKUS
lanuari 85,20 A 8.475 333

Februarl | 951?3—___ A oF 13.217 46? !

Maret 95,81 A Nse8 | 363 4
: April 95,92 1 A 12.264 T 397
Mei 95,858 | A 11.695 390

Juni _95,55_ +_ _A_- ik 19.96; N _ 424_!
Rata-Rata %5,813 ‘ A 10.087 . 378

Sumber: https://skm.dephub. go.id (Posisfjuni 2025)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) paca Triwulan [| Tahun 2025 talan mencapai
target dan melebihi target yang ditentukan, yakni sebesar 95,813% Kategorl A dengan
Predikat Sangat Baik. Adapun hasii perbitungan rata-rata capaian IKM bulan Januari sampai
dengan Maret 2025 sehingga capaian kinerjadiperolen 100,071%.
Adapunbeberapafaktoryangmendorong ketercapaian Indeks Xeouasan Masyarakat {IKM)
Kementerian Perhubungan sabagal berikut:;

1. Adanya peningkatan kuglitas pelayanan datam penyediaan layanan yang cepat,

transparan, dan professional kepada pengguna jasa layanan transpcrtasi;
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2. Terwujudnya komurikas| yarg efektif dan baik antara Pusat Pengelolaan Transportasi
Berxelanjutan dengan Unit Pelayanan Publik di Iingkungan Kementerian Perhubungan,
«hususnya dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat apabila mengalami kendala
pelaksanaan;

3. Telah terlaksananya beberapa kegiatan sebagaimana diselenggarakan Pusat
Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang menderong penyelenggaraan survei
kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan, sepert pelaksanaan
bimbingan teknis. monitoring evaluasi survei kepuasan masyarakat guna mengetahui
pelaksanaan survei dan tindak lanjut, serta koordinasi berkala dengan pelaksana survei

kepuasan masyarakat Kementerian Perhubungan,

POTENSI PERMASALAHAN
Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan survei kepuasan rmasyarakat periode
Triwulan li Tahun 2025 dan periu dilakukan antisipasilebin lanjut, diantaranya:

1. Masih ditemul adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhuburganyang tidak
melaksanakan penyebaran kuzsicner survei kepuasan masyarakat kepada pengguna
jesalayanan. Hal demikian berdampak pada minimnya partisipasijumlah urit kerjalokus
pelaksana survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhuburgan;

2. Adarya pergantian/mutasl pegawai yang menangani dan mengelola survei kepuasan
masyarakat pada UPT Kementerian Perhubungan. Pergantian pegawai tersebut
berdamgek pada terhambatnya pelaksanaan survei dikarenakan minimnya informasi
tentang pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada pegawai yang barumenangani
SKMtersebut;

3. Belum dllakukarnya tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat yang telah
diterima. Tindak lanjut atas hasil survei dimaksud meliputi panyampaian laporan hasll
survei kepuasan masyarakat, penyusunandan penyampaian laporan tindak lanjut survei

kepuasan masyarakat, serta publikas! hasil survei kepuasan masyarakat.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sekter Transportasi di masa mendatang, akan dilakukan upaya maliputi:

1} Asistensi kepada Unit Pelaksana Teknis {UPT) Kementerian Perhubungan dalam rangka
pelaksanaan, petapcran, dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat pada masing-

masing Unit Kerja;

3?‘/A
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2) Pembahasanpemetaan jenis layanan, pemutakhiran cata survei, dan updating kendala
pelaksanzan survei «epuasan masyarakat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ¢an Badan Pengembangan Sumber Daya Marusia
Perhubungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka
untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang terjadi di Unit Kerja dalam
pelaksanaan survel serta untuk mengoptimalkan pengisiar survel sesuai dergan jenis
pelayanan yang diterima cleh penggunajasa transportasi:

3) Partisipast aktif dalarm pembahasan evaluasi Zona Integritas WBK/WRBM Kementerian
Perhubungan Tanhun 2024 dan persiapan penilaian Zona Integritas WBK/WBBM Tahun
2025 yang diselenggarakan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pzrhubungan;

4) Pemutakhiran akun admin, QRCode survei, iink pengisian survei, dan jenis layanan pada
aplkasi survei kepuasan masyarakat Kementerian Perhubungan. Kagiatan
pemutakhiran ini dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi Pusat Pengelolzan
Transportasi Berkelanjutan dalam mengakomedir kesesuaian jenis pelayanan vang
tarcantum dalam survei;

5) Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi survei kepuasan masyarakat di
Lingkungan Badan Pengembangan SDM Ferhubungan, Kegiatan ini dilakukan untuk
memastikan pelaksanaan SKM di seluruh unit kerja di bawan BPSDMF berjalan sesuai
standar, Pelaksanaan SKM ini meliputi agenda pelaksanaan survei aleh unit pendidikan
dan pelatihan, pembinaan terhadap pelaksana SKM yang masih menemul kendala,
pemutakhiran data admin SKM BPSDMP, serta evaluasi terhacap efektivitas
pelaksanaan SKM sebagal bagian dari manajemen mutu pelayanan publik dilingkungan
BPSDMP:

¢} Penyelenggaraan monitcring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat dan standar
eelayanan dilingkungan Kesyahbandaran dan Otovritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas,
Distrik Navigasi Tipe A Kelas Il Tanjung Emas, Balai Pengzloiz Transportas/ Darat Kelas |
Jawa Tengah, dan Unit Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengelola Transportas|
Darat Kelas | Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025 bertempat

diSermzrang Jawa Tangah.

PEMANFAATAN ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk mendukung Inceks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publix Sektor Transportas/ pada Tahun 2025 adalah senilai Rp434,268.0C0,00 yang akan

38%’
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dialokasixan sampai akhir tahun. Pada Triwulan | Tahun 2025, realisasi anggaran sebesar
Rp66.702.500.00 atau sekitar15,36%. Sementara pada Triwulan |l Tahun 2025 dialokasikan
anggaran sebesar Rp203,674,000,C00 yang telah terealisasi sebesar Rpl100,16Z 500,00
atau sekitar 49,18%;.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI{ NASIONAL

i e —————x  cemmmetms e et g e ez
Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yang ketiga adalah Meningkatnya
Keselamatan Transportasi Nasional, yang divkur dengan IKSS 3 yaitu Tingkat Keselamatan
Transportasi Nasional. Indikater kinerja ini merupakan kompesit dari Tingkat Keselamatan

Transportasi Jalan, Tingkat Keselamatan Transportas Perkeretaapiar, Tingkat Keselamatan

Transportasi Laut, dan Tingkat Keselamatan Transportiasi Udara,
IKSS 3. TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL

Tabelll.15 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional Triwulan | Tahun 2025

Pengukuran Triwulan
Kinerja
(%)

Target
2025 Tw Target Realisasi

Kinerja

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Satuan 2025 (%)

SS3. MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL

IKSS 3Tingkat Keselamatan Rasio | 87,500 |Tw.l | 67,500 | 61,058 | 90,456 | 61,059
Transportasi Naslonal I
1) TingkatKeselamatan | ['37,500 137500 | 5.671 f_"ws_m | 6,307
| TransportasiJalan |
"2} TingkatKeselamatan | 100,000 | 100,000| 95,617 | 95,617 | 99617
Transportasi
Perkeretaapian
‘ ' 3) Tingkat Keselamatan 100,000 1100,000/108,000 100,000 | 100,000 |
| ‘ Transpertasi Laut |
" 4) Tingkat Keselamatan 100,000 | 100,000/ 100,000 | 102.600 | 100.000 |
Transportasi Udzara
' 5) Tingkat Keselamatan ' Twoo,_ooo' 0.000 | 0,00C | 0,000 | C,0C0

Transportas Angkutan
Pemadu Moda
IKSS 3 Tingkat Keselamatan TRasic | 97,925 Tw.ll 97,925 82,705 | 84,457 @ B4,457 |
Transportasi Nasional

") TingkatKesslamatan 91,700 91.700’ 31207 | 34,032 | 34,032
Transportasilalan .
— e b= e —
2) Tingkat Keselamatan 100,000 100,000| 99,621 | 99,621 ‘ 99,621
l» Transportasi
‘ Perkerataapian

| 3) Tingkat Kasalamatan (100,000 | 100,000] 99,991 | ©9.991 | 95,991

Transportasi Laut

= =l |



Kinerja

Pengukuran Triwulan 2025 (%)

Target

2925 Tw Target Realisasi Kn(rlz?a

100,000 | 100,000 | 100,000

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Satuan

4} Tingkat Keselamatan
Transportasi Udara

Sumber: Hasil Anaifsis, 2025

1 100,000

1. Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan
Tingkat Keselamatan Transpertasi Jalan merupakan indikater kornposit yang dirancang
sebagai representasi darl pencapaian keseluruhen aspek kaselamatan jalan yang
mencakup dimensikendaraan, angkutar, infrastruktur, dan perileku penggunajalan.

Tabel li.16 Peninglatan Keselamatan Transpartasi Jalan Triwulan Il Tahun 2025

indikator Kinerja Satian Target!' Pengukuran Triwulan Kinerja
Program 2025 | Tw |Target Realisasi |Kinerja (%)| 2025 (%)
Feningkatan % 21,700 [ Tw.l [37.500| 5,67 15,123 6,301 |
Keszlamatan ‘ Tw.ll [ 91,700 | 31,207 | 24,032 | 34,032
Angkutan
Fenumpang dan r
Barang | [

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2025

Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:
Peningkatan Keselamatan MRLL + DalopAU + DalopAB + UPPKE
Angkutan Penumpangdan -
Barang 4
Keterangan:

a, MRLL {Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) bertujuan untuk melaksanakan
penanganan MRLL Perkotaan dan antar kota koridor utama sesual pedoman
teknis, yang diukur berdasarkan panjang koridor utama yang mendapat
penanganan risiko lalu lintas sesuai pedoman teknis dibandingkan dengan
panjang total koricor utama;

b) DalopAU(Pengendalian Oparasional Angkutan Umum) bertujuanuntuk rmengukur
jumlah kendaraan angkutan umum (AU} yang diperiksa sesuai pedeman
dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang diperiksa secara keseluruhan:

¢} DalcpAB{Pengendalian Operasional Angkutan Barang) oertujuan untukmengukur
jumlahkendaraan angkutanbarang yang diperiksa sesuai pedoman dbandingkan

denganjumlah kendaraan yang diperiksa;
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d) UPPKB (Unit Pzlaksana Penimbangan Kendaraan Barmotor) bertujuan untuk
mengukur kapasitas layanan penimbangan kendaraan di UPPKE yang sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (5PM) dibardingkandengan kapasitas layanan
yang tersedia.

Dalam kegiatan Peningkatan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang,

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Pengendalian Operasional Angkutan Umum

{DalopAU), Pengendalian Cperasicnal Angkutan Barang (DalopAB), dan LUnit

Pelaksana Penimbargan Kencaraan Bermotor (UFPKB) merupakan bagian dar sistem

pengelolaan transportasi jalan yang pelaksanaannya memerlukan dasar hukum yang

jelas danterintegrasi.

Pada periode Triwulan Il 2025, realisasi indikator kinerja Tingkat Keselamatan

Transportasi Jalan terhadap target Revisill Perjznjian Kinerja tahun 2025 yaitu sebesar

31,207 yang diperoleh dari perhitungan:

r—
29,888 + 50 + 5,220 + 39,720

Tingkat Keselamatan _ o

Transportasi Jalan — = 31,207
1

F

% Capaian Sl = 54,032%
1,700

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Keberhasilan tercapainya Indikatcr Kinerja Peningkatan Keselamatan Angkutan
Penumpang danBarang didukung oleh faktor-faktor sepagaiberikut :

1) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL):

a. Kcordinasi yang cukup kompleks dengan beribagal stakeholder baik internal
maupun lintas sekter untuk pelaksznaan suatu kegiatan sehinggz
pelaksanaan kegiatan terkadang terdapat miskomunikasi atau miss persepsi
dan keterlambatan;

k. Tidak terpenuhinya kepatunan pihak eksternal terhadap ketetapan teknis
yang telah citetapkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Direktcrat Lalu
Lintas Jalan yang telah menetzpkan kebjjakan sesuai pedoman dan peraturan

yang berlaku;
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c. Adanya kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yand menyebabkan

keterbatasan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu penyesuaian beberapa
kegiatan prioritas penggunaan anggaran dilingkungan Direktorat Laiu Lintas
Jalan:

. Kewenangan kegiatan manajemen can rekayasa lalu lintas, sesual PM Nemer
96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Keglatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, menjaci kewenangarn pemerintah pusat. Namun, dalam
pelaksanaannya pemerintah pusat tidak capat menjangkau secara detail

seluruh wilayah jalan nasional.

2} Pengendalian Cperasional Angkutan Umum (DalopAlU):

a. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi frekuensi pengawasan,

ketersediaan peralatan pemeriksaan yang memadal, biaya pemeliharaan
perglatan, serta biaya pelatihan patugas untuk meningkatkan pemahaman

padoman;

b. Adanva keterbatasan sumber daya {personzl) ci tarminal, baik dari segl

anggaran maupun personel. Keterbatasan ini menghambat kemampuan
untuk melakukan pengawasan yang efektif dan penegaxan hukum terhadap
velanggaran keselamatan;

Kurangnya integrasl dalam pengembagen teknologi yang ada saat Ini
mengakibatkan informasi yang ticlak sinkran sehingga penggunaanteknologi

modern untux pemantauan dan pelaporan.

3) Pengendalian Operasional Angkutan Barang (DalopAB):

a. Kurangnya pelatihan atau sertifikasi bagi petugas, sehingga kurang

kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan;

. Adanya kebijakan efisiensi penggunaan angdaran yang meanyebakkan
keterbatasan pelgksanaan Kegiatan pengawasan, penindakan dan
penegakan hukum di UPPKB sehingga perlu panyesugian beberapakegiatan
prioritas penggunaan anggaran;

. Keterpatasan teknologi juga merjadi hambatan besar dalam penegakan
hukurn dirmana aplikasi pengawasan belum terintegrasi atau hanya digunakan
secara parsial sehingga data hasil pengawasan tidak terintegras/ atau tidak

saling dibagi secara real-time;

d. UnitPelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);

O Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il -
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¢. Belum adanya pedoman untukinstansi/stakeholder internal/eksternal dalam
cangelolaanfasilitas penimbangan dan penilaian kinerja;

f. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;

g. Belum seragamnya kelengkapanfasilitas utama dan fasititas penunjang pada
masing-masing UPPKE Laik secara kuantitas maupun kualitas.

4) Terlaksananya sertifikasi (SRUT) vang cdikeluarkan untuk produksi massal
kKendaraan sesuaisoesifikasiteknis:

a. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keselamatan lalu
lintas danangkutan jalan;

b. Dukungan peralatan seperti kemputer dan laptop yang layak serta jaringan
vang baik untuk memproses permchonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);

c. Fermchonan Sertifkat Ragistrasi Uji Tioe {SRUT) melalui website VTA Online
dan SRUT-RB yang memudahkan permohonan mengajukan permaohonan
menjadi lebih mudah.

S} Terlaksananya uji berkala kendaraan bermotor wajib uji sesuai pedoman dan tata
carasebagai barikut:

a. TelahadanyaAlat Pemeriksa Lalk Fungsi Kendaraan bermotor Non Statis yang
tersebar di-25 BPTD untuk membantu melakukan uji petik;

b. Implemeantas pedoman penguji berkala kendaraan bermector yang merata
dan sasua;

c. Terpenuhinya seluruh kompcnen pengujian vang terciri atas SDM penguji
vang kompeten, alat uji yang terkallbrasi, serta terakreditasi.

¢} Berfungsinya perlengkapan jalan dengan jumlah sesuai spesifikasi teknis dengan
rincian sebagai berikut:

a. Menyusun manajemen kegiatan yang baik dari tahap perencanaan,
palaksanaan, pengawasan dan evaluasi supaya berjalan dengan baik dan
barsinerg’;

b. Kecordinasi dan kerjasama yang baik dan proaktif dari semua stakeholder
terkait terutama perusahaan - perusahaan penyedia Perlengkapan Jalan yang
bekerja sama dengan DLirextorat Lalu Lintas Jalan dan Balai Pengelcla
Transportasi Darat seluruh Indonesia yang melaksanakar pekerjaan supaya
pekerjaan terlaksana dengan baik, terukur, dan sesuai cengan timeiing yang

telah ditetapkan;

¢f|-3/A
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C.

Koorcirgsi dan kerjasama yarg baik dan prazktif gari semua stakehalder
terkalt juga dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan dibidang
perlengkaganialan;

Memiliki alat uji perlengkapan jalan yang terkzliorasi dengan baik dan rutin
guna mendukung pelaksanaan monitoring, pemantauan serta evaluasisecara
berkala;

Perlunya maonitoring, pemantauan serta esvaluasi secera berkala terkait
kegiatan pangadaan pemasangan dan pemeliharaan bidang parlengkapan
jalan.

/1 Lokasi LRK vang mendapatkan intervensi penanganan sesuai pedoman dengan

rincian sebagai barikut:

a.

Koordinasiantarlintas sektordengan baik kepada seluruh BPTD diLingkungan
Direktorzt Jenderal Perhubungan Darat, BPJN, kepolisian daerah dan
pemerintah dasrah setampat agar tujuan darikegiatan dapatberjalandengan
cptimal;

Adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap
BPTD untuk pelaksanaan penanganan LRK dilokasi masing-masing daerah;
lcentifikasi LRK yang akurat denganinventarisasiketersediaancanakses daia
agartepat sasaran melalui data yang telah tersinkronisasi antar stakeholder;
Fenyediaan sumber caya manusia yang memadai untuk pelaksanaan
pemantauan, pelatinan dan pelaksanzan survei untuk menciptakan SDM yang
berkoempeten ditingkat puset etaupun tingkat daerah;

Sumber data LRK yang berasal dari kegiatan SID menjadi pedomean
penanganan LRK termasuk kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan vang

sesuai untuk meningkatkan keselamatan jalan.

8) Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan

sesuai pedoman dengan rincian sebagai berikut:

a.
o.
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9) Terlaksananyakampanye keselamatan LLA! sesuai pederman:

DesainZona Selamat Sekelah (Z055) sesual dengan geometriialan,
Dukungan masyarakat selragai pengguna jatan yang mendukung kesadaran
akan pentingnya keselamatan;

Sumber data pembarngunan Zona Selamat Sekolah (ZOS35) berasal dari SID

sehingga prioritas pemizangunan ZOS5S dapat dimaksimalkan.
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a. Pelaksanaan Kampanye Keselamatan LLAJ dilaksanakan sesuai dengan
program yang telah direncanakan, baik secara luring meupun daring dan
memanfaatkan media sosial dan digital untuk menjangkau sasaran kelormpok
panggunajalan;

b. Konsistersi pelaksanaan kampanye. Kegiatan sosizlisasi tidak dilakukan
secara insidental, melainkan dijalankan secara berkala dar tematik sesuai
dengan momen tertentu sebagai bahan evaluasi efektivitas kampanye
keselamatan LLAJ;

c. Penggunaan identitas visual yang kuat, slogan yang mudah diingat, serta
materi kampanye yang menarik dan informatif sangat berpengaruh terhadap
keberhzsilan penyampalan pesan keselamatan. Elemen visual yang kuat
membantu menciptakan dampak emosional dan meningkatkan daya ingat
masyarakat terhadep pesan yang disampaikan.

10) Terlaksananya pengajaran keselamatan LLAJ anak usia din! oleh anak, guru atau
pendamping sesuai pedoman:

a. Dalam memberikan edukasi kepada anak usia dini dan pendamping.
Direkterat Sarena can Keselamatan Transportasi melzksanakan program
‘Zeta Goes To Schooi”. Penggunzan media cerita bergambar, lagu,
permainan peran (role play), video animasi, dan simulzsi lalu lintas sederhana
membuat anak lebih mudah memahami dan mengingat pesan keselamatan
jalan secara zlemi dan menyenangkan;

0. Pemberian edukasi kepada tenaga pengajar dan staf Dinas Perhuburgan
Provinsi, Kotz, dan Kabupaten, Direktorat Saranz dan Keselamatan
Transportasi Jalan serta Balai Pengelola Transpertasi Darat telah dilaksznakan
secara media orline diharapkan dapat menjadi fasilitatoryang kempeten dan
inspiratif dengznmateriyang telah disampaikan dalam pembalzjaran menjaci
langkah awal pembentukan generasi sadar keselamatan can berperilaku
tertib dl jalan sejak dini;

c. Pelaksznaan edukasi dar pengajaran kepads anak usia dini memberikan
manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi individu tetapi juga masyarakat
luas. Ketika nilzi-nilai keselamatan tertanam sejak kecil, maka akan tercipta
gererasi yanglebih sadar, tertib, danbertanggungjawab dalam berzlu lintas.

Ini menjadi investasi sosial yang penting dalam upaya menurunkan angka

kecelskaan dimasa depan.
—
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1} Terlaksananya tindak lanjut kemitraan kesclamatan dengan masyarakat dan
stakefnoiderterkait sesuai pedoman:

a. Tindax lanjut kemitraan berjalan efektif selurun pihak memiliki tujuan yang
selaras sertamenyusunrencana aks| bersamayang konkret dan terukur. Hal ini
mencakup pembagian peran yang jelas, jadwal kegiatan yang disepakati,
serta indikator ikeberhasilan yang dapat dievaluasl bersama. Keselarasan inj
mencegah tumpang tindih program dan memperkuat sinergi lintas sektor;

b. Dalam rangka mengukur efektivitas dan  keberlanjutan kemitraan
keselaratan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {LLAJ, dilakukan kegiatan
evaluasi kepada stakeholder yang terlibat. Evaluasi ini bertujuan untuk
mengicentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi saelama proses tindak
lanjut kemitraan tersebut;

¢ Komitmen dan dukurgan yang melibatkan kelompak masyarakat, kemunitas
pengemudi, relawan lalu lintas, dan forum komunikasi lalu lintas menjadi mitra
strategis dalam penyampaian pesan keselamatan yang kontekstual dan
tepat sasaran. Keterlibatan ini menjadi wujud nyata tindak lanjut kemitraar
keselamatan LLAJ yang bercrientasi pada partisioasi publik dan efektivitas

jangkauan program.

POTENSIPERMASALAHAN

Beberapa faktcr kendala yang menghambat pencapaian Indikator Kinarja Tingkat
Keselamatan Transportasi Jalan pada Triwulan || Tahun 2025, adalah sebagai berikut:
1} Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLLY:

a. Koordinaslyang cukup kompleks dengan berbagai stakeholder baik interpal
maupun lintas sektor untuk pelaksanaan suatu kegiatan sehingga
nelaksanaan kegiatan terkadang terdapat miskomunikasi atau miss persepsi
danketerlambatan;

b. Tidak terpenuhinya kepatuhan pihak eksiernal taernadap ketetapan teknis
yang telah ditetapkan cieh pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Lalu
Lintas Jalanyang telah menetapkan kebijgkan sesual pedorman dan peraturan
yvang berlaku;

¢. Adanya kepijakan efisiensi penggunaan anggaran yang menyebabkan

keterbatasan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu penyesuaian beberapa
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kegiatan prioritas penggunazan anggaran dilingkungan Direktorat Lalu Lintas
Jalen;

Kawenangan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, sesuai PM Nomar
%& Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksaznaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam
pelaksanaannya pemerintah pusat tidak dapat menjangkau secara detail

seluruh wilayah jalan nasional.

2) Pengendalian Operasional Angkutan Umum (DalopAl).

a.

Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi frekuensi pengawasan,
ketarsediaan peralatan pemeriksaan yang memadai, biaya pemeliharaan
paralatan, serta biaya pelatihan petugas untuk meningkatkan pemahaman

pedoman;

b. Adanya keterbatasan sumber caya (personel] di Terminal, baik dari segi

anggaran maupun perscnel. Keterbatasan ini menghambat kemampuan
untuk melakukan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran keselarmatan;

Kurangnya intagrasi dalam pengembagan teknologi yang adz saat ini
mengakibatkan informas! yang tidak sinkren sehingga penggunaan teknologi

modern untuk pemantauan dan pelaporan,

3} Pengendalian Operasional Angkutan Barang (DalopAB):

a.

G Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il -

Kurangnya pelatihan atau sertifkasi bagi petugas, sehingga kurang
kempeten dalam melakukan pemeriksaan dan penindaxan;

Adanya kebijakan efisiensl penggunaan anggaran yang menycsbabkan
waterbatasan pelaksanaan  kegiatan pengawasan, penindakan  dan
panegakan hukum di UPFKB sehingga perlu penyesuaian besberapa kegiatan
prioritas penggunaan anggaran;

Keterbatasan tzknologi juga menjadi hambatan besar dalam penegakan
hukum dimana aplikasi pengawasan belum terintegrasi atau hanya digunakan
secara parsial sehingga data hasil pengawasan tidak terintegrasi atau tidak
saiing dibagi secara real-time;

Unit Pelaksana Penimkangan Kendaraan Bermoter (UPFKB);

Belum adanya pecoman untuk instansi/stakenoider internal/eksternal dalam
pengelolaan fasilitas penimbangan dan penilaian kinerja;

Kurangnya SDM pada UPPKE kaik secara kuantitas maupun kualitas;

arh
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g. Belum seragamnya kelengkepan fasilitas utamna dan fasilitas penunjeng pada
masing-masing UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas.

4) Kendala Terlaksananya sertifikasi {SRUT) yang dikeluarkan untuk produksi massal
kendaraan sesuai spesifikasi teknis:

a. Efisiensi anggaran ci Kementerian Perhubungan mempengaruhi
penghematan program kinefja sesuai Perencanaan Strategis, Sehingga,
program Belum dapat berjalan.

o Belum terintegrasinya Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dengan
Sertifikat RegistrasiUji Tipe (SRUT-RB}, sehingga pemohon harus mengajukan
SRUT-RB;

c. Belum optimalnya website VTA Online sesual perkembangan zaman, Belum
adanya paningkatan sistam.

5] Kendala lain yang clalami pelaksanaan uji berkala kencaraan bermotar wajib uji
sesuai pecdoman dan tata cara adalah Jumlah kendaraan Wajib Uji Berkala yang
diuji sesuai dengan pedoman dan tata cara belum mencapai target realisasi,
diantaranya:

a. Belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan Uji Petik;

0. Petunjuk teknls atau pedoman pelaksanaan pengujian kencaraan bermotor
belum diterapkan secara menyeluruh;

c. Belum cptimalnya penggunaan unit pemeriksa laik fungsi kendaraan
bermotornen statis yang ada di Balai Pengelola Transportasi Carat {BPTD).

6) Kendala Perlengkapan Jalan dengar Jumlah Sesuai Spesifikasi Teknis dengan
rincian sebagai berkut:

a. Terjadi Efisiensi Anggaran yvang berdampak pada CIPA Direktorat Lalu Lintas
lalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat seiuruh Indonesiz sehingga
perlunya penyasuaian target prioritas penggunazn anggaran di lingkungan
Direktorat Lalu Lintas Jalan dan 3alai Pengelola Transportasi Darat seluruh
Indonesia;

0. Penggunaan kualitas bahan atau materizl yang tidak sesuai dengan standar
teknls;

c. Pemasangan perlengkapan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis

candokumen perencanaan teknis (DED);

o/
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d. Kendala dilapangan, faktor eksternal seperti mecan yang sulit dijangkau,
keterbatzsan ruang pemasangan, atau kondisi tanah yang lakil juga bisa
menyebapkan hasil pekerjaan tidak optimal;

e. Keterbatasan jumlah atau kapasitas personel pengawas di lapangan
membuat proses pengendzlian mutu tidak berjalan secaramaksimal;

f. Kondisi alat uji perlengkapan jalan yvang dimiliki belum dilakukan kalibrasi
sehingga hasil pengukuran yang dihasilkan tidak akurat;

g. Ketidaksiapan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai standar
teknis. Kurangnya pemahaman terhadap dokurnen spesifikasi, tidak adanya
tenaga ahli, serta minimnya pangalaman dalam pekerjaan sejen’s.

/) Kencala lokasi LRK yang mendapatkan intervensi penanganan sesuai pedoman
denganrincian sebagai berikut:

a. Adanyaperbedaan data antara pusat dan daerah yang tidak akurat sehingga
menyebabkan salah sasaran inventarisasi;

. Minimnya pemanfaatan teknologl atau sistaminfarmasi untuk pemetaan;

c. Kurangnya koardinasi yang intensif dan prcaktif antara lintas sektor antara
pusat dengan daerah;

d. Terbatasnya jumlah sumbker daya manusia (SDM) yang kempeten untuk
pelaksanaan survei dilapangan;

e. Terbatasnyasumberdaya anggaran karena adanya kehijakan efisiensi;

f. Belum terdapat mexanisme avaluasi secara berkala terhadap efektivitas aan
kesesuaian data inventarisast;

g. Adanya pelaporan data darl daerah yang tidak lengkap, terlambat atau tidak
sesuai dengan format;

h. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dari tahun
sebelumnya.

8) Kendala jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen
kecepatan sesuai pedoman denganrincian sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan efisians/ anggaran yang menyebabkan terbiokirmya
anggaran pembangunan Zona Selamat Sekclah serta anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan monitoring dan kunjungan lapangan:

b. Kendisi jalan jalan sempit, rusak, atau tidak ada bahu jalan sehingga sulit

o

memasang rambu atau marka;
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c. Ketida«patuhan pengguna jalan yakni meski sudah ada intervensi {rambu,
marka), pengamudi tetap melanggar batas kecepatan.

9) Kendalaterlaksananya kampanye keseiamatan LLA] sesuai pedoman:

a  Keterbatasan anggaran dan sumber claye kampanye, Kegigtan sosialisasi
yang dilakuxan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya
daerah-daerah terpencil atau wilayah cengan angka kecelakaan yang tinggi,
Kondisi anggaran unit kerja yang mengalami efisiensi, kurangnya bahan
sosialisas| keselamatan sebagaiinstrumen kampanye keselamatan, serta alat
ecukasi masih belum mencukupi untuk melaksanakan kagiatan dalam skala
yang masif dan merata. Efisiensi anggaran sangat banyak memberikan
dampak bagiterselenggaranya kegiatan kampanye keselamatan jalan;

b. Belum aoptimalnya koordinasi antara Balai Pengelcla Transportasi seluruh
Indonesia dengan Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam merancang dan
menjalankan kampanye Keselamatan LLAJ;

c. Persepsi masyarakat terhadap keselamatan jalan. Banyak pengguna jalan
yang menganggap kampanye keselamatan sekadar kegiatan yang tidak
memiliki relevansilangsung dengan kekiasaan sehari-hari mereka dijalan. Hal
ini menunjukkan bahwa perubahan sikap (attitude) memerlukan pencekatan
jangka panrjang dan berkelanjutan, bukan sekedar kamunikasi satu arah.

10) Kendalz terlaksananya pengajaran keselarnatan LLA) anak usia dini oleh anak, guru
atau pendamping sesuai pedoman:

a. Keterbatasan anggaran dan sumber dayes tenaga pengajar. Kegiatan
sosialisasl yang dilakukan masih belum dapat menjangkau seiuruh wilayah,
khususnya daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan angka kecelakaan
yang tinggi. Kendisi anggaran unit kerja yang mengalami efisiensi, kurangnya
bahan sosialisasi keselamatan sebagai instrumen kampanye keselamatan,
serta alat edukasi masin belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
dalam skala yang masif dan merata. Efisiensi anggaran sangat banyak
memberikan dampak bagi terselenggaranya kegiatan Sasialisasi dan edukasi
Keselamatan LLAl pada angk usia dini, tenaga pengajar maupunpendamging;

o Tingkat pemahaman keselamatan lalu lintas yang masih rendah di kalangan
anak usla dini, pendamping serta tenaga pengajar. Rendahnya pemahaman

terhadap risiko kecelakaan dan pentingnya perilaku tertib berlalu lintas
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menyebabkan pesan-pesan edukasitidak selalu diterima gtau diterjemahkan
ke dalam perilaku nyata;

c. Beium Terintegrasi dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga
pengajaran keselamatan lalu lintas belum menjadi bagian dari kurikulum
formal atau hanya bersifat tambahan/insidental,

1) Kendala terlaksananya tindak lanjut kemitraan keselamatan dengan masyarakat
dan stakehciderterkait sesuaipedoman:

a. Keterbatasan anggaran dan sumber days manusia. Kegiatan sosialisas,
kampanye dan edukasi yang dilakukan masih belum dapat menjangkau
seluruh wilayah, danmenghambat berkelanjutan program dengan para mitra.
Kondisi anggaran unit kerja yang mengalami efisiensi, sehingga kurangnya
banen sosialisasi keselamatan sebagai instrumen kampanye kesalamatan,
serta alat edukasi maslh belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
dalam skala yang mesif dan marata. Efisiensi anggaran szngat banyak
memberikan dampak bagi terselenggaranya kegiatan sosizlisasi, kampanye
dan edukasikeselamatan LLAJ;

b. Perbedaan pricritas antas instansi, pinak swasta can stakehoider yang
menyebabkan kurangrya integrasi program kampanye dalam agenda
pembangunan daerah;

c¢. Tidak optiralnya monitoring dan evaluasi, sehingga lemahnya pelaporan dzn
evaluasi hasil kemitraan menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas dan

dampak kegiatan.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG
Untukmeningkatkan capaiandimasayang akan datang, adapunupaya yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan capaian
Peningkatan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang. adalah sebagai berikut:
1) ManajemenRekayasa Lalulintas:
8. Menyusun perencanaan keglatan secara matang danterencana terkait wakiu
dan terutama anggaran, serta pelaksanaan, dan kelengkapan administrasi

kraik rnaupun teknis yang dibutuhkan untuk kegiatan dilapangan;

b. Melakukan koorcinasi dengan stakeholder terkait secara intensif dan proaktif
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c. Menyusun prioritas kegiztan pemantauan serta monitoring dan evaluasi
sehingga output capaian lekih tertatz berjenjang untuk pemerataan
jangkauan pengswasan dan supervisi kegiatan bicang Lalu Lintas Jafan.

2) Pengendalian Operasional Angkutan Umum:

a. Melakukan inspeksi rutin dzn mendadak untuk memastikan kepatuhan yang
kemucian menerapkan sarksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk dendsa
dan pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang tidak mematuhi
regulasi;

b. Memfasilitasi dan berkoordinasi terkait dengan pelatihan maupun
pemenuhan kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sda di
Terminal untuk mendukung program pengawasan dan penegakan hukurm
pada angkutan umum;

¢. Pengembengan sistemm pengawasan yang terintegrasi untuk rmemantau
kepatuhan angkutar crang senhingga dapat menerapkan analisis data untuk
mengidentifikasi pola pelanggaran dan merencanakan tindakan peregakan
hukum yang lebih efektif.

3} Pengendalian Cperasiona! Angkutan Barang:

a. Pemanfaatan teknoiogi informasi dengan melakukan pengembangan
terhacap integras/ sistem pengawasan secara elektronik dalam upaya
peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan angkutan barang agar
dapat melakukan monitoring;

b. Melzkukan kccrdinasi dengan siskeholder terkait dangan pelaksanaan
kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB;

¢. Menyusun rencana kegiatan dengan baik terkait waktu dan terutama
anggaran, serta pelaksanaan, dan kelengkapan administrasi baik maupun
teknis dalam pelaksanaan keglatan pengawasan dar penegakan hukum di
UPPKB.

4) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor:

a. Percepatan dalam penyusunan dan pengesahan pedoman vang szat ini
sudah dalam tahap pembahasan dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat;

b. Berkocrdinasi dengan Baglan SCM Direktorat Jenderal Perhubungan Carat

terkait pemenuhan jumlah dan kempetensi SDM pada masing-masing
UPPKB;




c. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untuk selanjutnya dapat
menjadi acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemelinaraan fasilitas

utamz dan penunjang yang ada pada masing-masing UPPKE.

PEMANFAATAN ANGGARAN

Adapun anggaran kegiatan terkalt Peningkatan Keselamatan Angkutan Penumpang
can Barang Tahun 2025 yaitu senilai Rp1.263.577.208.000,00 dan sampai dengan
bulan Maret tahun 2025 realisasi anggaran senilai Rp18.357.879.791,00 atau sebesar
1,45%. Sementara itu alokasi anggaran pada Triwulan || Tahun 2025 sebesar

Rp1.196.728.975.637,0C yang telah terealisasi sebesar Rp49.479.431.435.00 atau
sekitar5,82%,

2. Tingkat Keselamatan Transportasi Laut
Tingkat Keselamatzan Transportasi Laut memiliki target pada tahun 2025 sebesar 100%,
yang terdiri dari kegiatan program/ kegiatan esistensi, monitoring dan evaluas|

pemeriksaan kecelakaan kapal, monitoring terkait permasalahan surat persetujuan

berlayar. monitering dan evaluasi kinerja pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan
kapal asing (PSCQ), dan sosialisasi keselamatan pelayaran,
Tabel .17 Tingkat Keselamatan Transportasi Laut Triwulan |l Tahun 2025

Indikator Kiner]a iSatuan,Target' PenguklfranTrlwglaE_ih = rj:-:_| Kinerja
Program . 2025 Tw | Target Realisasi (%) 2025 (%6)
| ! | ! | W — |
Tingkat Keselamatan % 100 | Tw.l | 100 100 | 00 | 100
Transportasi Laut Tw.ll | 100 ‘ 95,991 ‘ 9%.991 99.991

Sumber. Ditien Perhubungan Laut, 2025

Pada Tahun 2025 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada
Triwulan |l sebanyak 602.901 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal
disebabkan oleh alam sebesar 18 kejadian, manusia sebesar 8 ksjadian dan teknis 26

kejadian, sehingga prasentase capaian kinerjanye scbesar 9%,9919%.

Realisasi capalan Tingkat Keselamatan Transportasi Laut dihitung berdasarkan

perhitungan formulz sebagaiberikut:

F

Tingkat Jumilah Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut
Keselamatan  _100% - - x 100%

T tasiLaut
Ll o Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB})




F

Tingkat Keselamatan 52 "
T?ansportasl Laut 100% - T X 100% = 99,991%

F

% Capalan = 100 -~ (99,991-100)

%= 99,991%
100 X100%

Dengan jumlsh Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan selama April - Juni Tahun 2025,
yaitu sebanyak 602,901 SPB, maka capaian indikator kinerja Tingkat Keselamatar
Transportas! Laut Triwulan Il Tahun 2025 sebesar $9,991% dari target.

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Pada tahun 2025, jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada
Triwulan |l sebanyak 602.901 dokumen dengan jumleh kejadian kecelakaan kapal
disebabkan oleh alam sebesar 18 kejadian, manusia sebesar 8 kejadian dan teknis 24
kejadian, yang berarti setiap penerbitan SPB maka Tingkat Keselamatan Transportasi
Laut mencapezi 929,521%.

POTENSIPERMASALAHAN

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan transportasilaut:

1. Faktor Alam: cuaca buruk;

2. Faktor Manusia: human error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelgutan:

3. Faktor Teknis: konsteting kelistrikan, ruseknya kemudikapal, kerusakanlambu ng kapal.
Faktor peryebao kecelakaan transportasi laut, potensi permaszlahan terbesar yang
dapat mempengaruhi keselamztan transportasi laut adalah cuaca buruk yang melanda

alur pelayaran, kerusakan sarana kapal laut, raupun Auman error.

PEMANFAATAN ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk mendukung Tingkat Kesaelamatan Transpartasi Laut Tahun 2025

acalah senilai Rp16.532.331.000,00. Sementara pada Triwulan | Tahun 2025, anggaran

tersebutbelum terealisasi. Adapun alokasienggaranpada Triwulan |l Tahun 2025 sebesar
Rp400.250.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rpl122.429.851.00 atau sekitar
30,69%.




UPAYA PENINGKATAN KINERJA MASA MENDATANG

Dalam rangka mengurangi kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor

perhubungan laut telah melakukan beberapa progrem/ kegiatan antara lain sebagai

berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tertang peringatan cuaca ekstrem secara berkala:

2. Peleksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara
berkaia;

3. Bvaluasimoritoring perwira jaga dalam penerbitan SPB;

4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla:

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di
Lingkungan Direktorat Janderal Perhubungan Laut;

6. PelaksanaankegiatanujipetikpemeriksaankapalmenjelangIebaran,nataldantahun
bary;

7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan
meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit
oelaksana teknis;

8. Sosialisasi keselamatan pelaysran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal
Pelayaranrakyat.

3. Tingkat Keselamatan Transportasilldara
Rasio data kecelskaan adalah data kuantitatif angka jumlah kecelakaan yang
menyebabkan koroan jiwa dibandingkan dengan angka jumlan pendaratan, jumlgh
keberangkatan, dan/atau jumlah jam terbang pesawat udara kategori transportasi
komersial. Sesuaidengan Penjelasan Undang-Undang RING 1Tahun 2009 Pasal 357 Ayat
(1) yang cimaksud dengan “kecelakazan” adalzh peristiwa pengoperasiar pesawat udara
yangmengakibatkan:
1) Kerusakanberat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan: dan
Z) Korban jiwe atau luka serius.

Tabel £.18 Tingkat Keselamatan Transportam Udara Triwutan [l Tahun 2025

Indlkator Kinerja Satuan ‘ Target Pe_guku[rananuta‘n Kinerja —  Kinerja
; Program - 2025 Tw | Target Realisasi (%) 12025(%]
| TingkatKeselamatan | Rasic | 100,000 | Tw.1]100,000 1100, 000 100,000 | 10C,000
| Transportasi Udara [ Tw. 11| 106,000 | 100,000 100,000 | 100,000

| |
umber DthenPerhubungan Udara 2025 ' Sl

'_—‘J hﬁh{ S ¢ Q
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Capaian kinerja padaindikatorini dihitung melalui cara sebagai herikut:
Accidant an Aircraft MTOW

Tingkat Keselamatan >5.700kg
TrgnsportaslUdara = 100% - —

Aircraft Departure

x100%

F

K Tiriugkat 0
eselamatan
Transportasi = 100% - —

Udara 158.531

~ x100% " 100%

Capaian Tingkat keselamatan transportasi udara pada Triwulan || Tahun 2025 ialah
sepesar 100%, yakni berhasil mengulangi pencapaian di tahun 2022, 2023, dan 2024

dimana tidak adanyakejadian kecelakaan pesawat (zero accideant).

UPAYA PENINGKATAN KINERJA MASA MENDATANG

Untuk terus meningkatkan dan menjaga keselamatan penerbangan, Diraktorat Jenderal
Perhubungan Udara menjalankan tugas dan fungsi yang terimplementasi dalam kegiatan
dan tindakan sebagaiberikut:

a) Bicang BandarUdara:

o Pemenuhan standar keselamatan transportasi udara yang meliputi pemenuhan
fasilitas di bandar udara, pemenuhan dokumen register/sertifikat bandar udara
{SBU), serta pemenuhan SDM terkait keselamatan transportas| udara;

o Melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan verifikasi terhadap fasilitas
bandarucara.

b) Bicang Navigasi Fenerbangan:

o Pelaksanaan Koordinasi dan verifkasi data dengan KNKT, Perum LPPNF!, serta
stakeholderlainnya;

o Pelaksanaanrekomendasikeselamatan;

o Assessment dan Peningkatan Maturitas Implementasi Safety Management
System penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

o Pemeliharaan dan peningkatan kesiapanfasilitas telekomunikasi penerbangan;

o Pelaksanaan Training Safety Management System,

o PelaksanaanPengawasan pada penyelenggaranavigasi penarbangan;

o Pemenuhan jumlah dan kompetensi Inspektur dan Asisten Inspektur Navigasi

Fenerbangan;
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s Monitoring pemenuhan temuan pengawasan oleh penyelenggara navigasi
penerbangan;

o Peiaksanaan monitoring kesiapan penyelenggara navigasi penarbangan dalam
mendukung angkutan leparan, natal dzn tahun baru.

¢} BidangKelaikudaraan can Pangoperasian Pasawat Ucara:

o Peningkatan kinerja pengawasan di bidang Kelaikudaraan dan Pengonerasian
Pesawat Udara, yang meliputi Pelaksanaan Pengawasan/Surveiliance operator
pesawat ucara, Pelaksanaan Pengawasan/Survelliance Organisasi Perawatan
pesawat udara;

o Peningkatan kinerja pengendalian di bidang Kelaikudaraan den Pengoperasian
Pesawat Ugara;

o Peningkatan kinarje Pembinaan dan Pengaturan di bidang Kelalkudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara.

o Memastikan standar keselamatan operasi penerbangan (pesawat udara,
peralatan fasilitas, personil, dan dukungan manajemen organisasi peneroangan)
yang mendukung konektivitas transportasi udara terpenuhi sehingga dapat
mencegah adanya insiden yang teriadi terkait dengan penerbangan.

¢) Bidang Kalibrzsi Fasilitas Penerbangan:

Malakukan penerbangan kalibrasi untuk meningkatkan performance peralatan

fasilitas navigasi dan fasilitas pendaratan pesawat guna peningkatan keselamatan

panerbangan.
e) Bidang Kesehatan Penerbangan:

o Dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap personel penerbangan
dengan penerbitan sertifikat kesehatan personel penerbangan;

5 Pelaksanaan pengujiian narkoba (Mapza) terhadap personel penerbangen di
ingkungan Balai Kesehatan Pencrbangan;

o Pelaksanaan pengujianlingkungan kerja perscnel peneroangan,

PEMANFAATAN ANGGARAN
Alckasi anggaran untuk mendukung Tingkat Keselamatan Transportasi Udara Triwulan |
Tahun 2025 sebesar Rp602.172.450.C00,00 dengan realsasi anggaran senilai
Rp27.190 951,611,000 atau sekitar 4,52% Sementara alckasi anggaran pada Triwulan |l
Tahun 2025 sebesar Rpl25.081.822.000,0C yang telah terealisasi sebesar
Rp39.332.401.493,0C atau sekitar 31.45% yang dimanfaatkanuntuk.
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a) Kegiatan pengawasar, pengendalian dan pemginaan midang kelaikudaraan
pesawat udara terkait dengan kegiatan surveillance, ramp check dan evaiuasi
terhadap pesawat beserta personil dalam penyelenggaraan angkutanudara;

b) Kegiatan pemenuhan siandar keselamatan transportasi udara seperti
Pembangunan dan pengambangan nfrastruktur transportasi ucdara terkait dengan
namenuhan dan peningkatan faslitas di bandar udara, pemenuhan dokumen
sertifikasi bandarudara danlain sebagainya;

¢) Kegiatan pengawasan dan pengencalian di bidang navigasi penarbangan terkait
denganimplemantasi penyelenggaraan navigasi penerbangan;

d) Kegatan pemenuhan dan peningkatan standar kompetensi persanil navigasi

penerbargan, kelaikudaraandan pengcperasian pesawat udara.

4. Tingkat Keselamatan Transportasl Perkeretaapian
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk
mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonsesia dengan menganalisis keselamatan
perkeretaapian mengacu pada jumlan kecelakaan kersta api dalam 1000
keberangkatan KA baik penumpang maupun barang pada periode tersebut. Kategoer
kecelakaan kereta api mencakup anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan
terbakar.

Tabal .19 Tingkat Keselamatan Transportasl Perkeretaapian
per 1.000 jumlah keberangkatan KA Triwulan Il Tahun 2025

Indikator Kinerja Satuan Target Pengisiian o Kineria Kinerja
Pregram 2025 Tw Target |Realisasi (%]j 20256 (%)
Tingkat Keselamatan | Racsio [100,000| Tw.| 100,000 | 99,617 | 9%.617 99.417
Transportasi | Tw. !l |100,00C | 99.621 | 99,621 92,621
Ferkeretazplan per -
1.000Q jumnlah
keberangkatan KA 1

Sumber. Ditjen Perkerataapian, 2025

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dapat diukur menggunakan farmulasi
sebagaiberikut:

Tingkat Jurll?lah r(el-(ladian
Keselamatan =[JumlahKejadian ecelakaan 1000 1009
Transportasi Kecelakaan X ] x100%
Perkerstaapian U]y ke%ﬁ\rangkatan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan tidak terjad kecelakaan kereta

ﬂi\(zero accident) termasuk target pada periode triwulan dengan nilai ting
s - - \

P\ k:;/(%
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xeselamatan 100%. Namun sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025 telah terjadi

keceizkaan kerata api sebanyak 2 kejadian (1 kejadian pada Triwulan [, 1 kejadian pada

Triwulan Il) dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

F
Tingkat Keselamatan 2
pTrﬁg?gtc;r;a?én =[1- ®1000 1 x 100% = 22,617
o P 527.972 KA
F
29,617
% Capaian = ——— — ¥ 100% = P9.617%
100,000
ANALISIS PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan il Tahun 2025 terfadi dua kejadian anjlokan KA yakni:

a)

b)

KA barang pada emplaseman Stasiun Ujan Mas Surnatera Selatan. Pada tanggat 15
Maret 2025 hari Sabtu pukul 22:30 WIE telah terjadi kecelakazn Anjlokan Kereta Apf
KA 310C {Barapati) Rangkaian Gerbong Barang nomaer 458205 nomer urut 17 dari
lckomatif anjloi 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+9/C Jalur || Emplasement
Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah Divre |ll Palembang. Dampak kejadian kecelakaan KA
tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional KA pada 10 KA
dengan andil keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA
masih dalam tzhap penelitian;

KA Barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari pada tanggal 23 Juni
2025 pukul 1110 WIB telah tarjadi anjlokan 4 as pada rangkaian gerbong barang
nomeor 4212427 nomer urut 1 dari lokomotif. Penyebab kejadian kecelakaan KA masib

dalarntahap penelitian.

Adapun beberapa upaya vang telah dilakukan guna meningkaikan keselamatan

perkeretaapian pada Triwulan l Tahun 2025 diantaranya:

a.

Felaksaraan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetens

SDM perkeretaapian denganrinclian:

1} Pengujian prasaranzg perkeretaapian sebanyak 71 unit dan 107,747 km dengan
sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 23 sertifikat jalur dan bangunan
serta 14 sertifikasifasilitas operasi;

2) Pengujian sarana perkeretaapian sepanyak 5.560 unit serta sertifikasi sebanyak
3.689 sertifikat;

s/
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3) Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 4.005 orang dengan sertifikas]
sebanyak 2.873 sertifikat,

t>. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui

inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretzapian termasuk pengawasan oleh

Satpel masing-masing wilayzh Balai Teknik Perkeretaapian.

POTENSIPERMASALAHAN

Pada Triwulan | Tahun 20Z5, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan vang perlu

penyelesaian diantaranya:

a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 oleh masing-masing Balal Teknik Perkeretaapian
belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan || Tahun 2025 masih dalam tahap
persiapan kontrak untuk kegiatan {O dan untuk kegiatan IM masih dalam tahap
rexcnsiliasi terkait aset dan assistensi datadukung;

. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan caerah rawan kecelakaan
dan bencana alam/longscran/amblesan serta dukungan pengawasan terhadap
perawatan can pemantauan kondisi prasarana/sarana perkeretaaplian.

Berdasarkan uraian di atas. terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan

data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain pelaksanaan

pengufian, sertiflkasi dan inspeksi keselamatan dengan hubungan kerja Badan Usaha

Fenyelenggara Prasarana dan Sarana/operater perkeretaapian. Selain itu, juga

dilakukan kocrdinasi dengan Kementerian Keuangan terkzit penyelesaian kencala

keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran khususnya untuk kegiatan

pendukung keselamatan transportasi perkeretaapian.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA MASA MENDATANG
Upaya meningkatkan kinerjs pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut:

a Percepaten pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeretaapian (IMQ) Tahun 2025;

b. Koecrdinasidengan KNKT, PT Al (Divre lll Palembang) dan stakehcider terkait lainnya
guna mengumpulkan data dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab
kecelakaan anjlokan KA yang terjadi sampai dengan Triwulan || Tahun 202 5;

c. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penanganan daerah rawan khususnya di
wilayah Sumatera Selatan dengan koordinasiBadan Usaha Penyelenggara Prasarana
(BUPF}, diantaranya:
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) Paca Divre IV Tanjung Karang akan dilzkukan pergantizn rel menggunakan rel
BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAl sebanyak 704
Batang (8.8 km'sp) dengan pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT KAl

2) Penanganan daerah rawan oleh BTP Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre Il

Palembang dan étitik di lokasi Divre IV Tanjungkarang.

Selain itu, diusulken juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan,

aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian

kinerja, diantaranya:

a. Penyesualan Strategi/Kebijakan
Usulan relaksasl anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran terkait
peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian (perbaikan kerusakan
prasarana yang tidak termasuk dalam komponen IMC, dukungan pengawasan dan
pengendalian sebagai regulator, lainnya).
b. Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran

Pemutakhiran dan sinkronisasi data kondisi jalur dan jembatan KA termasuk data
perlintasan sebidang dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk
mempermudah pengawasan dan pengendalian guna mendukung peningkatan
keselamatan dan keamanan penyelenggaraan perkeretaapian.

c. Penyesuaian PenempatanJabatan/Pegawai
Pangoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk
pelaksanaan pengawasan/inspeksi  keselamatan  dalam penvelenggaraan
perkeretaapian termasuk peningkatan peran Satpel pada masing-masing wilayzh
Balai Texnik Perkerstazpian.

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkerataapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA

diharapkan dapat seminimal mungkin untuk menghasilkan outcome sebagal berikut:

a. Peningkatan keselamatan perjalzanan angkutan penumpang, dimzna penumpang
dapat merasa leoh aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risike
xecelakaan.

b. Peningkatan kepercayaan public, dimana masyarakat aken lebih cenderung memiiih
kereta api sebagal moda transportasi yang handal dan selamat.

c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana

ciketahuikejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalurkereta apitidak dapat dilalui

seningga menganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan

61
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perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran
yang diperlukan guna perbalkan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi

penghematan bizya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

PERBANDINGAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain
mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian
kecelakaan kereta api yang dihitung berupa deraiiment (anjlokan) dan coliision
(tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data benchmarking, perbandingan kinefja
dilakukan antara catz bebsrapa negara lzin pericde Tahun 2024 dengan data Indonesia
periode Triwulan Il Tahun 2025 Berdasarkan data tersebut, diperolen bahwa kejadian
kecelakaan kereta apidilndonesiamasih jauh lekih rendah dibandingkan Amerika Serikat
dansamadengan Belgia, demikian juga apabilamempertimbangkan panjangjalurkereta
api, maka kinerja Indcnesia masih leblh baik.

Tabelll.20 Perbandirgan Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian di Level Internasional

No g Panjang Jalur KA Kejadian Jumlah Kecelakaan/
(Km) Kecelakaan Panjang Jalur KA
1 | Amarika Serikat 148.574 4938 0,0034
2 | Belgia . 8.298 O | ocoo
3 | Indonesia 6.936 Z 0,0003
Sumber No.i : Websfie U.S. D'épartment of Tréhsbonaﬂon
SumberNe.2 :Portal Open Cata Infrapel

Mergacu pada baberapa sumber lainnya, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian

kecelakaan kereta api dengan beberapanegara sebagaimana pada Gambar bearikut,

NECARA hemnlab Kpjndian Kecelakaan

Mo L)
T

B+

2“-

-
-
F

mEHA

Keterangan: "Maneda indonesiz Triwalan 1 2025 dibandingkan kinena negara lain 2021-2024

Gambarll.1
Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara
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PEMANFAATAN ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk mendukung Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
per 1.0C0 Jumlah Keberangkatan KA pada Tashun 2025 adalah senilai
RpZ.716.185.741.000,00. Pada Triwulan | Tehun 20Z5, setelah adanya pelaksanaan
efisiensi anggaran alckasi anggaran Tingkat Keselamatan Transportas) Perkeretaapian
per 1.00C Jumlah Keberangkatan KA menjadi Rp2.697 160.101.00C,00 dengan realisasi
anggaran senilai Rp29.555.723 420,00 atau sebesar1,10%. Sementara alokasi anggaran
cada Triwulan Il Tahun 2025 sebasar Rp2.342.078.141.000,00 yang telah terealisasi
sebesar Rp/5.694,.334,231,00 atau sekitar 5,23%5.

1.2 CapaianKinerja Lainnya Triwulan |l Tahun 2025
Selfain pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan
Tehun 2024 yang merupakan core bussiness dar Kementierian Perhuoungan, didukung pula
5(lima) Sasaran Strategis Program clengan 5 (lima) Indikator Kinerja Strategis Program yang
merupakaninternai process danfearn and growth process sebagai berikut:
1. Pencapaian Sasaran Strategis Program Keempat

Sasaran Strategis Program Kementerian Perbubungan vang keempat adalah
Meringkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi, yang diukur dengan IKSSp 4
vaitu Indeks Kualitas Eekomendasi Kebijakan Transportasi vang diampu oleh Badan
Kebljakan Transportasi.
IKSSp 4. TINGKAT KEMANFAATAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang diampu
oleh Badan Kebijakan Transportasi merupakan komposit dari 2 {dua) sasaran program yang
barbeda, yang terdiri dari indikatcr kinerja Indeks Efektivitas Rekcmendasi Kebljakan dan
Incleks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan,
A. INDEKS EFEKTIVITAS REKOMENDASIKEBIJAKAN
indikator kinerja Indeks Efektivitas Rekomendasi Kebijakan merupakan instrumen untuk
menilai efektivitas rekomendasi kebijakan yang diukur dari ketepatan waktu dan anggaran,
kualitas hasil output dan penyampaian hasil rekomendasi kebijakan. Indikator tersebut

dapat diperoieh menggunakan perhitungan berikut;

e

IERK _prst + IERK _pp + IERK puate + IERK pxkv + IERK _geraapan
IERK_BKT = ‘

&
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Keterangan:

* |ERK exst merupakan Indeks Efaktivitas Rekomendasi Kebjjakan Pusjak Sarans
Transportasi;

+ |ERK v merupakan Inoeks Efektivitas Rekomendasi Kebijiakan Pusjak Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda;

» |ERK puse merupakan Indeks Efektivitas Rekomendasi Kebijakan Pusjak Lalu Lintas
Angkutan dan Transportasi Perkotaan;

+ |ERK e merupakan Indeks Efektivitas Rekomendasi Kekijakan Pusjak Keselamatan
dan Keamanan Transportas’;

+ |PKP _spweecan merupakan Indeks Perumusan Kebijakan Perencanaan.

Adapun formulasi perhitungan Indeks Efektivitas Rekomendasi Kebijakan (IERK), yaitu:

—

. IERK = (30% xIPRK+40% xIKORK + 30% x PPRK))
Ketarangan:

+ |IPRK dipengaruhi oleh faktor ketepatan wakiu penyelesaian rekomendasi kebijakan
dan ketepatan penggunaan anggaran;
« |KORK adalah Indeks kualitas output rekomendasi kebljakan;
» PPRK adalahPresentase penyampalan hasil rekomendasi kebijakan.
Tabel B.21 Perhitungan |IERK Badan Kebljakan Transportasl

Satuan Kerja IPRK IKORK PPRK IERK
PusatKebijakan | 5, 508 | 16,250 | 33333 | 23128
Sarana Transportasi |

Pusat Kebijakan

Prasarana

‘ AQQQOQ | 24,000 10,000 24 600
Transportasidan

| IntegrasiModa
Pusat Kebijakan Lalu

Lintas, Angkutan, 16,400 | 40,000 | 66,5670 43,920
danTransportasi

Perkotaan _ ] o
Pusat Keijakan i

Keselamatan dan 14,000 17,140 16,150 16,150
Keamanan

Transportasi )
Sekretzriat Badan

Kebijakan 0 0 0 0
Transportasi
Sumber BKT, 2025
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Fada Triwulan Il Tahun 2025, diperoleh realisasi sebasar 20,959% dar target sebesar
26,600%, sehingga capaian Indeks Efektivitas Rakomendasi Kebjjakan pada Triwulan |I
sebesar 78,793%. Berdasarkan uralan tersebut dapat disimoulkan bahwa target Triwulan |)
beium tercapal, Hai ini dikarenakan proses penyusunan rekomendasi kebijakan sedang
berlangsung, oleh karena itu urntuk bobot penilaian “Cutput yang dihasilkan” dan
‘peryampaian ke Menhub dan Stakeholder” belum tercapal, Tindak lanjut triwulan
berkutnya yaitu akan dilakukan manitoring terhadap tahapan pelaksaraan penyJsunan
rekomendasi kekijakan untuk memastikan target tercapai.

Adapun alckasi anggaran Triwulan | Tehun 2025 untuk indikator kinerja Indeks Efektivitas
Rekomendasi Kebijakan sebesar Rp15.780.116.000,00 vang telan tereallsas sebesar
Rp893 812.232,C0 atau sekitar 5,66%. Sementara itu, alokasi anggaran Triwulan | Tahun
2025 sebesar Rpl.381.800.000 yang telah terealisasi sebesar Ap1.346.042,183 atau
sekitar $7,41%.

B. INDEKS KEMANFAATAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan
kebijakan transportasi telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan atau stakeholder

terkait. Indkatortersebut dapat diperoleh menggunakan perhitungan berikut;

—

IKR_BKT =

IKR _pust + IKR _prm + [KR _prrare + IKR bt + IKR_sersanan

5

Keterangan:

+ |KRK ks merupakan Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pusjak Sarana
Transportasi;

* IKRK enw merupakan indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pusjzk Prasarana
Transportasidan Integras Mcda;

* IKRK puam merupakan Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pusjak Laly Lintas
Angkutan danTransportasiPerkotaan;

» IKRK px merupzkan Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pusjak Keselamatan

dan Keamanan Transportasi;

»  IPKP_semeoan merupakan Indeks Kemanfaztan Kebiakan Perencanaan Sekretariat
Badan.
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Dimana pengukuran Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan dilakukan untuk skema
waktu T-1. Pelaksanaan kemanfaatan rekomendasi «ebljakan dapat dilakukan pada tahun

yang same dengan waktu penyusunan, tetapi wakty pengukurannya dilakukan pada tanun

berikutnya. Adapun hasil perhitungan IKRK Badan Kebijakan Transportasi pada Triwulan Il
Tahun 2025, sebagal berikut:
Tabel Il.22 Perhitungan IKRK Badan Kebijakan Transpartasi

Jumish Rekomendasi
. Rekomendasi & et 2
Satuan Kerja i Kebijakanyang Realisasi
SR ditindaklanjuti
Penugasan 2024
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 13 1 84 £20
Pusat Kebijekan Prasarana
Transportasidan IntegrasiModa _ _]5_ . = i
Pusat Kebifakan Lalu Lintas, I
Angkutan, dan Transportasi 14 7 50,000 |
Perkotaan
Pusat Kebijakan Keselamatan dan 0 5 40,000
Keamanan Transportasi
Sekretariat Badan Kebijakan | 1 100,000
Transportasi

Sumber. BKT, 2025

Pada Triwulan li Tahun 2C25, diperaleh rezlisasi sebesar 64 258% dari target sebesar
37,200% sehingga capaian Indeks Kemanfzatan Rekomendas Kebijakan pada Triwulan ||
sebesar172,737%. Berdasarkan urajan tersebut dapat disimpulkan bahwa target Triwulan Il
sudah tercapai. Tindak lanjut triwulan berikutnya yaitu akan dilakukan koordinas denganTU
Menaub dan subsektor/ stakeholder tarkait untulk mangkonfirmasi disposisifkemanfaatan
dari hasii rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan pada T-1 oleh Badan Kebijakan
Transncrtasi.

Adapun pada inaikator kinerja Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan tigak
cialokasikan anggaran secara khusus. Halini dikarenakan anggaranpelaksanaan monitcring
kemanfaatan rekomendasi kebijakan T-1melekat cadakegiatan penyusunan rekomendasi
kebijakan ditahun berjalan,

2. Pencapaian Sasaran Strategis Program Kelima
Sasaran Strategis Program Kementerian Perhubungan yang kelima adalah

Meningkatnya SCM Transportasi yang Kompeten, yang diukur dengan IKSSp 5 yaitu Indeks

¢6 /- \ \<

Peningkatan SDM Transportasi yang diampu oleh BPS DM Parhubungan.
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IKSSp 5. INDEKS PENINGKATAN SDM TRANSPORTASI

Indeks Peringkatan SDM Transportas’ merupakan komposit dari pengukuran dari 2 (Qua)
unsur, yaitu: Persentase Penyarapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (60%) dan
Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi (40%). Adapun
formulasi untuk menghitung Indeks Peningkatan SCM Transportasi, sebagai berikut:

F
Crmansporras = { Cvokas X 40% )+ { Cromperensi x 60% )

Keterangan:

Cvokas, » Tingkat Penyerapan Diklat Pembentykan SDM Transportas| Darat/ Laut/
Udara yang Berkompetensi

Crovperens:  : Nilairata-rata dari

1. Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan
2. Tingkat Pemanuhan ASN Transoartasi Program Pelatihan
3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan
4. Tingkat Pemenuhan SDM Transpertasi Program Pelatihan

Tabei 11,23 Capalan Indeks Peningkatan SDM Transportasi Tiwulan Il Tahun 2025

. Pe gkata B A DO oif i
Cvoxas i
Tingkat Peryeragan Diklat | |
1. | Pembentukan SDM Transgortasi Darat/ | 59,456 88,294 | 148,504%
Laut/Udarayang Jerkompetensi o i
Cromraiens
7 Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi 16,864 3,948 23368%
Program Pembentukan |
7 Tingkat Peme‘nuhan ASN Transportasi 297709 19147 | 69.098%
Program Peiatihan R 4 - N 1 N
4 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi %3 401 19 823 84.752%
Program Pembentukan
5 Tingkat Peme.nuhan SDM Transportasi 42 407 54,352 | 128,168%
Program Pelatihan |
Sumber: BPSOMP, 2025
P
Target Cranseorrasi = ( 59,456 x 40% ) + (27,602 X 60% ) = 40,344
_

Reaiisasi Crransponiasi= { 88,294 x 40% ) + (24,320 x 60% } 49,910

%Capaian = 32710 _ 123 710%

40,334
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Pada Triwulan It Tahun 2025, persentase capaian kinerje Ingikator Kinerja Indeks
Peningkatan SDM Transportasi sebesar 53 .087% yang diperoleh darl realisasi kinerja
sebesar 42,910% dibandingkan dengan target Triwulan Il Tahun 2025 sebesar 94,015%.
Alokasi anggarar pada Triwulan | Taaun 2025 senilai Rp1.455.395.891.000,0C vang
tergalisasi sebesar 11,44% yaitu senilai Rp165.587.116.166,00 yang telan tercapal hingga
Triwulan | Tahun 2C25. Sementara alokasi anggaran pada Triwulan Il Tahun 2025 serilal
Rp1.467 707 587.0C0 dengan rezliszsi senilai Rpd98.877.524.145 atau sekitar 33,9909,

3. Pencapalan Sasaran Strategis Program Keenam
Sasaran Strategis Program Kementerian Permubungan vyang keesnam adalah

Meningkatnya kualitas tata kelola Femerintahan yang baik, yang diukur dengan IKSSp 6

yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang diampu oieh Sekretariat

Jenderal {Biro Sumber Daya Manusia dan Organizasi).

IKSSp é. INDEKS RB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pada Tahun 2025, Kementerian Perbubungan menargetkan Indeks RB sebesar 90.80,

Berdasarkan surat Ceputi Bidang Reformasi Birckrasi, Akurtabilitas Aparatur, dan

Pengawasan Kementzarian PAN dan RB Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025

hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, Hasil sementara Evaluas’ Penilaian RE Tahun 2024

Kementerian Perhubungan sebesar $0.72. Perly diakukan perubahan target indeks

Reformasi Birokrasi karena capaian target tahun 2024 telah melampaui targettahun 2025,

Calam mencapai target nilai Indeks Reformasi Birckrasi Kementerian FPerhubungan Tahun

2025, Biro SumberDava Manusia dan Qrganisasi dalarm kurun waktu bulan Aprils.c Junitelah

melaksanakan baberapa pekerjaan antaralain sabagai berikut:

a. Telah dilaksanakan evaluasi Ex-Ante Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Tahun 2025 pada tanggazl 6 Mei 2025;

I>. Telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretarls Jenderal Nomor. KP-8KJ 11 Tahun 2025
tentang Rencana Aks! Refomasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian
Perhubungan Tahun 2025;

c. Telah diterbitkar Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisas/ Nomor
KP.204/2/1/S1)/2025 tanggai 16 Juni 2025 hal Progress Capaian Reformasi Birokrasi
Kementerian Perhubungan sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi on going TW |

dan TWl oleh Tim Evaluztor Intermnal Kementerian Perhubungan.
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POTENSI PERMASALAHAN

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak

lanjut ztas

rekomendcasi hasll evaluasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya, namun masih ada

beberapa kegiatan dan anggaran yang oelum oerjalan can terserap secara optimal. Hal ini
gisebabkan adarya permasalahan dan kendala, diantaranyavaity;

1. Proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan, antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta
stakehclders lain di luar pemerintahan yang masih dalam proses kensolidasi:

2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan sarta isu-isu strategis yang cepat berubizh
baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas Khususnya
penyesuaian didatam SOTK dalam Peraturan Menteri Nomor PM 4 Tahun 2025tentang
Organisas! dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

3.  Adenya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran
rendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sesuai dengan surat Menteri
KeuanganNameor. $-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januar 2025,

.3 PrestasiKementerian Perhubungan Triwulan Il Tahun 2025

Hingga periode April s.d. Juni Tahun 2025, Kementerian Perhubungan memfckuskan
komitmennya pada evzluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 sebagaisalah
satu program strategis nasional di sektortransportasi. Hal ini ditunjukkan melalui hasil survei
kepuasan masyarakat, yang digambarkan sebagian besar pelaku perjalanan yakni 90,9%
menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan Angkutan
Lebaran 2025. Masyarakat memberikan aprasiasi lenih tinggi pada intervensi pemerintah
dalam manajemen transportasi, dengan $5,2% responden menyatakan puas terhadap
rekayasa lalu lintas yang dilakukan pemerintan. Survei Kepuasar Penyelenggaraan Mudik
Leoaran 2025 dilakukan secara tatap muka, dengan melibatkan 652 responden berusia 17-
65 tahun yang melakukan perjalanan selama periode libur lebaran 2025. Survel dilakukan di
enam previnsi di Pulau Jawa dan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pusat pergerakan
pelaku perjaianan selama libur Lebaran.

Selainitu, padatanggal 4Me 2025, Presiden Republik Indonesia meresmikan Tarminal
2F Bandara Soekarnc-Hatta sebagai Terminal Khusus Haji dan Umron. Presiden menyebut
Jamaah Haji dan Umroh Indonesia setiap tanunnya cisa mencapai 2 juta orang. Dari sisi
transportasi Kementerian Perhubungan juga telah memberikan dukungan maksimal bagi
ankatan Haji dan Umroh, Untuk keberzngkatan haji tahun Ini akan dilayani oleh tiga
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maskapai yakni Garuda Indonesia, Saud| Airlines dan LionAir. Kamiberharap melalui terminal
2F Bandara Soekarno-Hatta, keberangkatan Haji knususnya bagi jamazh dari Jakarta dan
sekitarnya akan semakin lancar,

Adapun berdasarkan Kicik Off Mesting Penilaian R3, SAKIF dan Z| Tahun 2025 dgri
Kementerian PAN-RB, disebutkan bahwa fckus utama evaluasi AKIP pada K/ 202&
diarahkan padakontribusiterhadap percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional (PN)
dan arahan priaritas presidar (FP). Adapunpenuangan capaian PN dan PP o yang berkaitan
dergan Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung sampling Penlilaian AKIP K/L
2C25 menurut Rincian KPl RPIMN Sektor Transportasi Tahun 2025-2029 dengan posisi
Triwulan 11 2025 sebagal berikut.

RINCIAN KPI RPIMN SEKTOR TRANSPORTASI 2025-2029 B oz

Koordinator Pencapaian Indikator Frooram Prioritas

[
| TARGET
NO | INDIKATOR SATUAN BASELINE REALISAS
2045 2026 2027 2028 2029
1 Jumiah Perjafanan Kereta Ap luta 088 (2024) | 052 095 098 1M 1,03 0,43
Ferjalanan | [
2 (On Time Performance Pererbangan Persen | 72,46 (2023) 80 =91 &3 24 85 79,56
3 Penunghkatan Volume Angkutan Layl persen [ 5.6 {2023) [ 10 T 17 21 O 579
kumulatif angka dasar tahun 2022)
# lumlah Penumpang angkutan Kereta Api Juta 301 f2024) | 519 538 558 S57% 601 362
panumpang | |
5 Nolume Angkutan Peyeberangan Juta 13,542023) | 1L6 1L, 11,5 121 122 6,37
Kendaraan .
& Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Tuta BES (2023) 850 B0 295 925 @50  DUPD: 301,93
Kota Metrapaiitan Penumpang DA 2,24
7 [Penurunan rasio fata|jlas kecelakaan jalan Persen 53,68 {2023) BS a7 ) 72 73 34
& [Peningiatan Pemenuhan SCM Transportast yang Fersen BSS(2023) | B55 86 B6S 87 8IS 375
Kompeten

Il.4 Realisasi Anggaran Triwulan Il Tahun 2025

Rincian aickas! anggaran untuk tiap unit kerja Eselar | Kementerian Perhubungan dan

rezlisasi per 30 Juni 2025 (pasca efisiensi) adalan sebagai berikut;
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BAB III \

PENUTUPR sl

Lt

.1  Kesimpulan
Pelzporan kinerja diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor

29 Tahun 2C14 tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan. Setiap entitas

akuntatilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laparan Kinerja atas prestasi keria yang

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialoxasikan. FPencapaian kinerja

Kementerian Perhubungan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi e-Perfermance dan

disusun dalam bentuk laporan kinerja tahunan dan laporan monitoring capaian kinerja

triwulan. Capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran per triwulan dlinput
oleh unit kerja dan dimonitor oleh Pimpinan secara elektrenik.

1. Laporan Monitering Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Kementerian Perhubungan
telah disusun sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas can Kinerja Instansi
Pemerintah;

2. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang talan dilakukan selama
pericde Triwulan Il ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun
masih terdapat beberapa capaian yang belum mencapai target pada Trivealan I} ini
seperti Rasic Konektivitas Transportasi Jalan, Rasio Konektivitas Transportasi Udara,
Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan, serta Tingkat Integrasi Transportasi Nasional
yang belum mencapal 100% selama periode Triwulan || Tahun 2025, terutama pada
ind kator Rasio Konektivitas Transportasi Jalan dan Tingkat Keselamatan Transportasi
Jalanyang capaiannya masih sangat rencah yaitu dibawan 65%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapeian sasaran adalah upaya penguatan
kelembagaan baik arahan pimpinan dengan melibatkanunsurtim kepatuhaninternallainnya
dan subsektor lainnya, sarana pendukung kemunikasi untuk meamastikan koordinasi dan
kerja sama yang baik di ingkungan Kementerian Perhuoungan darn pembinaan tetap
berjalan secara kartinu berkesinambungan.

Adapun pada Triwulan |l Tahun 20285, kebjjakan efisiensi anggaran yang diterapkan
kﬂgai respans terhadap dinamka ekonomi global dan domestik yang rmenuntut

) - //\
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pengelolaan keuangan negara yang lekih cermat dan terarah, perlahan mulal pulih kembal..
Acapun kebijakan mi bertujuzn untuk memastikan bahwa alckasi dan penggunaan
Anggaran Pendapatan dar Belana Negara (APBN) tetap optimal calam mendukung
program prioritas nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta memperxuat katahanan ekonomi

nasional.

.2 SaranTindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada periode triwuian berikutnya,
Kementerian Perhubungan mengedepankan kerja sama yang solid antar seluruh unit kerja,
Kementerian terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta
mengidantifikas/ langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan
tercapainyatarget hingga akhir tahun 2025. Salah satu langkah penting yang akan cilakukan
acalah pemetaan risiko di setiap unit kerja. Pemetaan ini menjadi pondasi awal dalam
memperbaiki kondisi internal organisasi, Hasl pemetaan risike tersebut akan menjadiacuan
dalam menyusun strategi mitigasi yang tepat, guna meminimalisir potensi hambatan yang
dapat memengaruhi kinerja Kementerian secara keseluruhan.

Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan realisas’ indikator kinerja yang
belur mencapai target Triwulan Il dan mamastikan pencapaian target akhir tahun 2025
adzlah sebagaiberikut:

1. Rasio Kanektivitas Transportasi Darat dapat ditingkatkan melalul:

a) Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagl
rmasyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan
perakonomian dan pembangunan didaerah tersebut;

b} Melakukan pemantauan terhadap trayek dan operasional angkutan perintis, trayex
angkutan AKAF cantrayek angkutan ALBN;

c) Melakukan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, angkutan ALBN, dan
angkutan AKAF, dikarenakan penyesuaian dinamika perdbahanjaringanjalandengan
berfungsinya tol penghubung antar kota, upaya dalam rangka meramaikan terminal
tipe A, canksbutuhan jaringan trayek angkutan;

d! Kewajiban bagi perusahaan angkutan AKAP untuk memasangkan alat Global
Positioning System (GPS) pada kendarazan dan mengintegrasikan aplikasi GPS yang

digunakan perusahaan dengan dashbeard Citjen Perhubungan Darat;
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e) Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A melalui pembangunan
termina baru, revitalisasi dan rehabiiitasi terminal eksisting;

f) Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal Tipe A meialui peningkatan fasilitas melalui
revitalisasi, rehabllitasi dan pemeliharaan terminal.

Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan dapat ditingkatkan melalui:

a) Menyusun perencanaan kegiatan secara matang dan terencana terkait waktu dan
terutama anggaran, serta pelaksanaan, dan kelengkapan administrasi baik maupun
teknis vang dibutuhkan untuk kegiatan dilapangan;

b Melakukan nspeksi rutin dan mendadak untuk memastikan kepatuhan yang
kemudian menerapkan sanksi yang tegas bagl pelanggar, termasuk denda dan
pencabutanizin operasional bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi;

c) Pemanfaatan teknolcgi informasi dengan melakukan pengembangan terhadap
integrasi sistem pengawasan secara elektronik dalam upaya peningkatan efektivitas
dan afisiensi pengawasan angkutan kbarang agar dapat melakukan menitoring,;

d) Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untulk selanjutnya dapat menjadi
acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan

penunjang yang ada padamasing-masing LPPKE.

Selain upaya peningkatan pencapaiantargetind kator kinerja tersebut di atas, Kementerian

Perhubungan juga perlu melakukan rencana tindak lanjut penyerapan anggaran Triwulan I,

meliputi:

/3

i,
3.

Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;

Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa{PBJ);

Memastikan setiap prcses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai dengan
rencana dan ketentuanyang berlaku;

Melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap buiannya dan mendarong

pembayaran termin kegiatan sesuai denganjadwal yang ielah ditetapkan.
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